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Mengingat

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 280 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

.

(]

bahwa wuntuk meningkathkan tertb administrasi,
efisiensi, - efektvitas, dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
pada Kementerian Agama, perlu menyusun pedoman;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huraf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementenan

Agama.

. Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2002 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 4286},

. Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistemn Pengendalian Intern Pemernntah (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomaor 8j;

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian  Agama  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 846);
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KEDELAPAN

9.

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahum 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dj
Lingkungan Kementerian Agama  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

8. Peraturan Menter Agama Nomeor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1945);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
FEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA,

i Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem  Pemgendalian

Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Agama

sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Kuesioner Evaluasi Lingkungan Pengendalian
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP| pada Satuan
Kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Formulir SPIP-01 sampai dengan Formulir
SPIP-14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pelaksanaan SPIP pada Kementerian Agama dikoordinasikan

oleh Bekretariat Jenderal.

Evaluasi pelaksanaan SPIP dilaksanakan oleh Inspektorat
Jenderal.

Seluruh  Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis pada
Kementerian Agama wajib melaksanakan SPIP  sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk mengoordinasikan pelaksanaan SPIP sebapaimana
dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, pimpinan Satuan
Kerja/Unit Pelaksana Teknis wajib membentuk Satuan
Tugas SPIP yang selanjutnya disebut Satgas SPIP,

Pelaksanaan SPIP pada Kementerian Agama sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, meliputi:

a. pengendalian tingkat organisasi/kebijakan; dan

b. pengendalian tingkat kegiatan/operasional.



KRESEMBILAN : Keputusan inj mulai berlaku pada tangeal ditetaplean,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2019

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDO NESIA,

-~

§ LUKMAN HAKIM SAIFUDDINY
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 580 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistemn Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk
mencapai pengelolaan keuangan negara yang cfelctif, efisien, transparan,
dan akuntabel menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati fwalikota
wajib  melakukan pengendalian  atas  penvelenggaraan kegiatan
pemerintahan, Pengendalian atas penyelen '
dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.  Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah bertujuan untuk
memberikan keyakinan Yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi
pPencapaian  tujuan penyelenggaraan  pemerintahan negara, keandalan
pelaporan  keuangan, penpamanan aset negara, dan  ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan,

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1] Peraturan Menteri Agama Nomor 24
Tahun 2011 tentang  Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama, menyatakan bahwa Menter]
berwenang  melakukan pengendalian penyelengparaan program
pembangunan di bidang #gama untuk mencapai pengelolaan keuangan
negara yang efcktil, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan
Kementerian Agama yang dilaksanakan melalui Sistemn Pengendalian Intern
Pemerintah dan ayat (2) menyatakan hahwa Unit Kerja Mandiri bertanggung
jawab menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintzh sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris
Jenderal.

Sehubungan dengan hal terscbut, dalam rangka memberikan
pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada
Kementerian Agama bagi seluruh Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis,
maka perlu menyusun pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah agar terdapat kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam
mencrapkan Sistem Pengendaian Intern Pemerintah secara efektf di
lingkungan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis schingga seluruh Satuan
Kerja/Unit Pelaksana Teknis memiliki mekanisme yang jelas dan dapat
dipantau secara periodik baile aleh pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana
Teknis maupun Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran
1. Maksud .
Keputusan ini dimaksudlan sebagal pedoman bagj pejabat dan/atau
pPegawai Kementerian dalam pengembangan kebijakan, perencanaan
struktur dan fungsi pengendalian intern, serta sistem dan prosedur vang
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terkait dengan penera

pan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada
Kementerian Agama,

2, Tujuan;

a. tlerciptan}ra lingkungan pengendalian yang memadai melalul evaluasi
lingkungan pengendalian, rencana aksi serta pemantauan secarg
berkala dan konsisten:

b. teridentifikasinya risiko baik tingkat organisasi/ kebijakan maupun
tngkat Kkegiatan/ operasional pada  setiap  Satuan Kerja/Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Agama:

¢. terumuskannya rencana kegiatan pengendalian atas kelemahan
lingkungan pengendalian dan risike yang teridentifikasi baik risiko
tingkat organisasi/kebijakan maupun tingkat kegiatan/operasional
pada setiap Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Agama;

d. terkomunikasikannya kegiatan pengendalian atas kelemahan
lingkungan pengendalian dan risiko yvang teridentifikasi baik risiko
tingkat organisasi/ kebijakan maupun tingkat kegiatan /operasional,
kepada seluruh jajaran pimpinan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Telknis
Kementerian Agama dan penanggung jawab program/kegiatan secara
efeltif:

€. terintegrasikannya proses penanganan rnsiko  dalam  kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja:

f. terpantaunya seluruh proses pelaksanaan sistem pengendalian intern
pada Kementerian Agama secara berkala; dan

g terlaporkannya pelaksanaan sistem pengendalian  intern  pada
Kementerian Agama secara tepat wakty,

3. Sasaran
8. tercapainya tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan pada
Kementerian Agama secara efeletif dan efisiensi;
b. tersajinya laporan keuangan Kementerian Apama vang handal;
c. terwujudnya pengamanan aset negara/barang milik negara yang
efektif; dan

d. terwujudnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bagi
seluruh ASN Kementerian Agama vang optimal,

C. Prinsip

Prinsip penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Hal paling utama yang harus mendapatkan perhatian  adalah
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Demikian pula
langkah-langkah pengendaliannya juga harus memperhatikan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan,

2. Beroncntasi Jangka Panjang
Pengendalian tidak hanya untuk mengatasi risiko-risiko jangka pendck
tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya
secara jangka panjang.

3. Berimbang
. keputusan yang diambil dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern
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Femerintah  harus memperhatikan  pemangky ke entingan
Mﬁ} secara berimbang dan tidalk mendahgﬁhﬂ{an ]:E’&mangku
kepentingan rsmi:eimﬂers;tcnentu; dan

b, dalam proses PeEntrapan Sistem Pengendalian Interm Pemerintah dan
langkah-langkah Pengendaliannya atas misiko teridentifikasi harus

memperh{al:ikan bahwa biaya pengendalian risilko tidak boleh lehih
besar dari konsekuensi risilo 1t senciri,

Faltor-faktor Kunci
Pemerintah

Faktnr-fai-:tm_* keberhasilan yang secara khusus terkait dengan keberhasilan
penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:
1. adanya komitmen terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan;

Keberhasilan Penerapan Sistem Pengendalian Intern

3. adanya kesadaran dari setiap orang di Iingkungan Satuan Kerja/ Unit
Pelaksana Teknis terhadap prinsip penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah untuk menciptakan kultur/budaya yvang tepat dan memahami
maniaat yang dapat diperoleh dar pengelolaan kegiatan yang efelctif:

4. adanya kebijakan pengelolaan risiko [risk management policy) yang merinci
peranan dan tanggung jawab  dari pimpinan dan pelaksana Satuan

Kerja/Unit Pelaksana Teknis;

- adanya metodologi pengelolaan risiko yang menyeluruh;

- adanya pelatihan untuk seluruh pimpinan dan pelaksana, baik pelatihan
pencrapan Sistermn Pengendalian Intern Pemerintah secara umum untuk
tujuan kesadaran risiko frisk awareness| maupun pelatihan vang lebih rinci:

7.adanya pernantauan yang terus-mencrus mengenai status pengelolaan
risiko; dan

8. adanya penguatan [reteforcement] yang mencakup Indikator Kinerja Utama
|Key Performance Indicators) (TKU/KPY), evaluasi individual, remunerasi, dan
sanls.

o 4n

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan PP Nomer 60 Tahun 2008 tentang Sistemn Penpendalian Intern
Pemerintah dan Pasal 4 PMA Nomor 74 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Kementerian Agama, bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri
atas unsur;

1. Lingkungan Pengendalian:
Penilaian Risiko:

Kepiatan Pengendalian;

Informasi dan Komunikasi; dan

. Pemantauan Pengendalian Intern,

Ln & 0o bo

. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini, vang dimaksud dengan;:

L. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus olech pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
kevakinan memadai atas lercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan
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yang clektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pergamanan
asel negara, dan ketaataan peraturan perundang-undangan,

Sistemn Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP
adalah sistem pengendalian intern vang diselenggarakan secara menyelurish
terhadap proses perancangan  dan  pelaksanaan kebijakan serta
PErENCanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan
I-:cmtnterianfhmbaga,

Risiko adalah kemungkinan kejadian wvang

mengancam pencapaian
tujuan dan sasaran instansi pemerintah,

- Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan,

mengapa, dan bagaimana sesuaty dapat terjadi, sehingga dapat
berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan,

Unit Pemilik Risiko yang sclanjutnya disebut UPR adalah unit yang
memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelaksanaan
program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi.

Pemilik Risiko adalah Pimpinan unit yang memiliki tanggung jawab
terhadap pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas

fungsi.

- Satuan Kerja yang diselanjutnya disebut Satker adalah satuan-satuan di

bawah satuan organisasi yang melaksanakan administrasi tertentu dan
tidak memenuhi unsur-unsur yang menangani  administrasi
kepegawaian, keuvangan dan umum,

Unit Pelaksana Teknis vang diselanjutnya disebut UPT adalah bagian
dari Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis
operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dar
organisasi induknya.

Menteri adalah Menteri Agama.



BAR I
SATUAN TUGAS SPIp

Berdasarkan Pasa] 5 Peraturan Menteri Agam
tentang Penyelenggaraan Sistem  Pengendalian
Lingkungan Kementerian Agama menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan
SPIP dibentuk Satuan Tugas Kementerian Agama Pusat yang ditetapkan oleh
Menteri dan Satan Tugas pada masing-masing unit Kerja mandiri vang
ditetapkan oleh pPimpinan unit kerja mandiri, i
A. Batuan Tugas SPIP Kementerian Agama Pusat

Satuan Tugas SPIp Kementerian Agama Pusat ditetapkan denpan
Keputusan Menteri.

a Nomor 24 Tahun 2011
Intern  Pemerintah di

L. Struktur Organisas;
Satuan Tugas SPIP Kementerian Agama Pusat terdiri dari:
a. Pengarah adalah Menteri:
b. Penanggung Jawab adalah Sckretaris Jenderal;
¢. Wakil Penanggung Jawab adalah Direktur Jenderal dan Kepala
Badan;
d. Pengendali Mutu adalah Inspektur Jenderal;

¢. Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Biro Organisasi dan Tata
Laksana;

f. Wakil Ketua merangkap Anggota adalah Sekretaris Inspektorat
Jenderal;

B. Anggola adalah Kepala Biro dap Pusat pada Sekretariat Jenderal,
Seliretaris Direktorat Jenderal dan Sekretaris Badan;

h. UPR adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal Direktorat
Jenderal, Badan, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kantor
Wilavah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota, Balai Diklat, Balai Litbang, Asrama Haji dan
Madrasah Negeri (MAN /MTsN);

i. Pemilik Risiko adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal
Direktur Jenderal, Rektor/Ketua PTKN, Kepala Kanwil, Kepala
Kankemenag Kabupaten /Kota, Kepala Balai, Kepala Asrama Haji, dan
Kepala Madrasah Negeri (MAN/MTsNj;

J- Koordinator SFIP adalah-

1} Kepala Bagian Evaluasi kinerja Organisasi dan Fasilitasi
Penyelesaian Hasil Pengawasan Biro Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat J enderal;

2) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kepegawaian dan
Hukum pada Unit Eselon [ Pusat.

k. Administrator adalah:

1} Kepala Sub Bagian Penyelesaian Administrasi Hasil Pengawasan
Internal pada Sekretariat Jenderal; dan

2] Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Unit Eselon
I Pusat.

L. Bekretariat adalah:

1} Kepala Sub Bagian Penyelesaian Administrasi Hasil Pengawasan
Eksternal pada Sekretariat Jenderal:

2] Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja pada Sekretariat Jenderal;
dan

3) Pelaksana dan pejabat fungsional pada Bagian Evaluasi Kinerja
Organisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pengawasan Bire
Organisas| dan Tata Laksana Sckretariat Jenderal.



2. Tugas
a. Pengarah
Pengarah bertugas mengarah
Agama sesuai dengan
telah disusun,

_ kan penyelenggaraan SPIP Kementerian
twuan, kebijakan, dan rencang tindak yang

b. Penanggung Jawab

Penangpung Jawab bertugas:

] mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP baik tingkat Kementerian
tinglat Sator/Kerja / UPT-

2] memberikan pertimbangan terhadap kebijakan
SPIP; dan

3) meningkatkan lkualitas dan
Kementerian Agama.

¢. Wakil Penanggung Jawsh

Wakil Penanggung Jawahb bertugas:

1) membanty Penanggung Jawab  dalam mengoordinasikan
Penyelenggaraan SPIP, baik di lingkungan kerjanya maupun pada
Sator/Kerja/UPT:

2) membantuy Penanggung Jawab dalam memberikan pertimbangan
terhadap kebijakan penyelenggaraan SPIP, baik di lingkungan
kerjanya maupun pada Satker/UPT; dan

d) membantu Penangsung Jawab dalam meningkatkan kualitas dan
clektifitas penyelenggaraan SPIP baik di lingkungan kerjanya
maupun pada Sator/Kerja/UPT,

d. Pengendali Mutu

Pengendali Mutu bertugas:

) membantu Pengarah dan Penangpung Jawab dalam mengarahkan
dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP;

2} membantu Pengarah dan Penanggung Jawab dalam melaksanakan
pengendalian kualitas penvelenggaraan SPIp:

3] melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP secara berkala
baik tingkat Kementerian maupun tingkat Sator/ Kerja/UPT; dan

4] memberikan saran terhadap perbaikan atas kelemahan SPIP haik
tingkat Kementerian maupun tingkat Sator/ Keria, UPT.

e. Ketua

Ketua bertugas:

1) membantu Penanggung Jawab  dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama:

4) menyusun  kebijakan tentang penyclenggaraan SPIP  pada
Kementerian Agama;

3) menyusun rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian
Kementerian Agama;

4 melakukan identifikasi risiko tingkat Kementerian [ strategilk /

kebijakan setiap awal perode renstra dan/atau revisi renstra:

2] menetapkan kebijakan pengendalian atas risike teridentifikasi;

6) menginformasikan kehijakan pengendalian kepada  seluruh
penangpung jawab kebijakan:

7] melakukan pemantauan secara  berkala atas  efektfitas
pengendalian yang telah ditetapkan;

8) melakukan analisis atas laporan penyelenggaraan SPIP Satuan

Kerja/UPT setiap akhir tahun ANgEATan;

penyelengearaan

efektifitas penyelenggaraan SPIP
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9] menyusun dan melaksanakan serta mengevaluasi rencana tindal
peningkatan maturitas SPIp Kementerian Agama berdasarkarn hasil
penilaian BPKP setiap tahun anpgaran: dan

10jmelaporkan  hasil penyelenggaraan  SPIP Kementerian Agama
kepada Menter,

. Wakil Ketua

Wakil Ketua bertugas:

1) membantu Ketua dalam
Kementerian Agama:

2) membantu  Ketua dalam menyusun  kebijakan tentang
penyelenggaraan SPIP pada Satleer/ UPT Kementerian Agama;

3] membantu Ketua dalam Mmenyusun rencana aksi atas kelemahan
lingkungan pengendalian Kementerian Agama;

4} membantu Ketua dalam melakukan Identifikasi Risiko tingkat
Kementerian/strategik / kebijakan setiap awal periode renstra;

9] membantu Ketua dalam menetapkan kebijakan pengendalian atas
Risiko teridentifikasi:

6] membantu  Ketua  dalam menginformasikan kebijakan
pengendalian kepada seluryh penanggung jawab kebijakan;

7] membantu Ketua dalam melakukan pemantauan secara berkala
atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan;

8] membantu Ketua dalam melakukan analisis atas laporan
penyelenggaraan SPIP Satker/UPT setiap akhir tahun anggaran;

9 membantu Ketua dalam menyusun dan melaksanakan serts
mengevaluasi rencana  tindak  peningkatan maturitas SPIP
Kementerian Agama berdasarkan has] penilaian BPKP setiap
tahun anggaran; dan

10} mewakili Ketua dalam melaksanakan tugas, apabila Ketua
berhalangan.

B, Anggota

Anggota bertugas:

1) melaksanakan kebijakan Satgas SPIP Kementerian Agama di
lingkungan unit kerjanya secara efektif dan bertanggung jawab;

2| mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerjanya
masing-masing;

3] memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan SPIP
di lingkungan kerjanya masing-masing; dan

4| memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP Kementerian Agama,

h. Pemilik Risiko
Pemilik Risiko bertugas:
1) membentuk Satuan Tugas SPIP di lingkungan Keérjanya masing-
masing;
2] mengoordinasikan pelaksanaan SPIP di lingkungan kerjanya
Masing-masing,
3) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SPIP di lingkungan
kerjanya masing-masing secara berkala;
4) menindaklanjuti hasil evaluasi secara konsisten: dan
3} melaporkan penyelenggaraan SPIP kepada Menteri setiap awal
bulan Desember tahun berjalan.
i. Koordinator
Koordinator bertugas:

mengoordinasikan Penyelenggaraan SPIp
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1) menyusun bahan penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama;

<) meényusun bahan penyusunan kebijakan tentang penyeclenggaraan
SPIP pada Satker/UPT Kementerian Agama:

3) menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian Kementerian Agama:

4] menyusun bahan [dentifikasi Risiko tinglat
Kementerian / strategik/ kebijakan setiap awal periode renstra;

3) menyusun bahan penetapan kebijakan pengendealian atas Risikeo
teridentifikasi:

B) menyusun bahan informasi kebijakan  pengendalian kepada
seluruh pPenanggung jawab kebijakan:

7) menyusun bahan pemantauan atas efektifitas pengendalian yang
telah ditetapkan;

8] menyusun bahan analisis atas laporan penyelengparaan SPIP
Satker/UPT setiap akhir tahun AnggAaran;

9] menyusun bahan pelaksanasn dan evaluasi rencana tindak
peningkatan maturitas SPIP Kementerian Agama berdasarkan hasil
penilaian BPEP setiap tahun anggaran; dan

lOjmenyusun bahan laporan hasil penyelenggaraan Spip Kementeriarn
Agama kepada Menter,

Administrator bertugas:

1) menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama;

2) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tentang
penyelenggaraan SPIP pada Satker/UPT Kementerian Apama;

d) menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian Kementerian Agama:

%) menyiapkan bahan  Identifikasi Risiko tingkat Rementerian /
strategil/ kebijakan setiap awal periode renstra;

9) menyiapkan bahan penetapan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi:

6) menyiapkan bahan informasi kebijjakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijalian;

7) menyiapkan bahan pemantauan atas efektifitas pengendalian yang
telah ditetapkan;

3) menyiapkan bahan analisis atas laporan penyvelenggaraan SPIP
Satker/UPT setiap akhir tshun anggaran:

9} menylapkan bahan pelaksanakan dan evaluasi rencana tindal
peningkatan maturitas SPIP Kementerian Agama berdasarkan hasil
penilaian BPKP setiap tahun anggaran; dan

l0jmenyiapkan bahan laporan hasil penyelenggaraan SPIP
Kementerian Agama kepada Menteri.

. Sekretariat

Sekretariat bertugas:

1) mengumpulkan dan mendokumeniasikan bahan penyelenggaraan
SPIP Kementerian Agama;

2) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyusunan

kebijakan tentang penyelenggaraan SPIP pada Satker/UPT
Kementerian Agama;

3] mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi atas
kelemahan lingkungan pengendalian Kementerian Agama; -

4] mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan identifilkasi risiko
tinglat Kementerian strategik / kebijakan sctiap awal periode renstra;
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9] mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penetapan kebijakan
pengendalian atas risilog teridentifikas;

B) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan informasi kebijakan
pengendalian kepada sehiruh Penangsung jawab kebijakan:

7} mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantausn atas
efektifitas pengendalian vang telah ditetaplkan:

8] mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan analisis atas laporan
penyelenggaraan SPIP Satker/UPT sctiap akhir tahun anggaran;

9) mengumpulkan dan mendokumentasikan hahan pelaksanakan dan
evaluasi rencana tindak peningkatan maturitas SPIP Kementerian
Agama berdasarkan hasil penilaian BPKP setiap tahun anggaran; dan

10)mengumpulkan dan mendokumen tasikan bahan laporan hasil
penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama kepada Menteri.

B. Satuan Tugas SPIP pada Satker/UPT
L. Satuan Tugas SPIP pada Unit Eselan | Pusat
Satuan Tugas SPIP pada Unit Eselon | Pusat ditetapkan dengan

Keputusan Sekretars Jenderal, Inspektur Jenderal, Direlctur Jendera]
dan Kepala Badan,

B. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Satuan Tugas SPIP pada Unit Eselon | Pusat terdiri
dari;

1) Penanggung Jawab adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur
Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan;

2) Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Biro Organisasi dan Tata
Laksana pada Sekretariat Jenderal, serta Sekretaris pada
Inspekiorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan;

3] Anggota adalah seluruh Pejabat Eselon [ pada Sckretariat
Jenderal, Inspektorat Jenderal Direktorat .J enderal, dan Badan;

4] Unit Pemilik Risiko adalah seluruh Unit Eselon II pada Sekretariat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan;

3] Pemilik Risiko adalah Pimpinan pada Unit Eselon II pada
Selretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direlstorst Jenderal,
dan Badan;

6] Roordinator adalah Kepala Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi dan
Fasilitasi Penyelesaian Hasil Pengawasan Biro Organisasi dan Tata
Laksana pada Sekretariat Jenderal, Kepala Bagian Perencanaan,
Organisasi, dan Kepegawaian pada Inspekiorat Jenderal, dan
Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum pada
Direktorat Jenderal, dan Badan;

7) Administrator adalah Kepala Sub Bagian Penyelesaian
Administrasi Hasil Pengawasan Internal pada Sekretariat Jenderal
dan Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada
Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan: dan

8 Sckretariat adalah Pejabat/Pelaksana pada Bagian Evaluasi Kinerja
Organisasi dan Fasilitasi Penyelesaian  Hasil Pengawasan pada
Sekretariat Jenderal dan Pelaksana pada Sub Bagian Organisasi dan

Tata Laksana pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan
Badan.
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b. Tugas

1)

2

3)

4

Penanggung Jawab

Penanggung Jawab bertugas mengarahkan penyelenggaraan SPIP
pada Unit Eselon [ terkait sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan
rencana tindak yang telah disusun,

Ketua

Ketua bertugas:

a) membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP Unit Eselon | terkait:

b) melakukan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

¢} membuat rencana aksi atas  kelemahan
pengendalian Unit Eselon | terkait:

d) melakukan Identifikasi Risiko ungkat program pada setiap awal
periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun
anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

¢} menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
baik lingkat program maupun tingkat kegiatan:

i menginformasikan kebijakan pengendalian  kepada  seluruh
penanggung jawab kebijakan/ kegiatan;

g} melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas pengen-
dalian yang telah ditetapkan; dan

h) melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada Unit Eselon I
terkail kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal c.q. Kepala
Biro Organisasi dan Tata Laksana paling lambat minggu
pertama bulan Desember tahun berjalan.

Anggota

Anggota bertugas:

a} melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada tingkat eselon I, 111,
dan IV di lingkungan unit kerjanya masing-masing secara
efektif dan bertanggung jawab;

b} mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP pada tingkat esclon 11,
II, dan IV di lingkungan unit keranya masing-masing:

¢} memberikan informasi kepada Ketua terkait penvelenggaraan
SPIP di lingkungan unit kerjanya masing-masing; dan

d) memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP Unit Eselon 1 terkait,

Pemilik Risiko

Pemilik Risiko bertugas:

a) memastikan penyelenggaraan SPIP pada tingkat eselon 11, I,
dan IV di lingkungan unit kerjanya telah dilaksanakan sesuai
denpan kebijakan dan prosedur yang berlaku; _

b) melaksanakan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan pada unit
Eselon I, IIl, dan IV di lingkungan unit kerjanya setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA); _ _

c) menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
tingkat kegiatan pada unit Eselon 11, ITl, dan IV di linpkungan
unit keranya;

d) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh

penanggung jawab kegiatan pada unit Eselon 11, III, dan IV di
lingkungan unit kerjanya;

lingkungan
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t) melabukan pemantauan secara  berkala atas  efektifitas
pengendalian vang telah ditetapkan; dan
[l melaporkan hasi] penyelenggaraan SPIP pada pada unit Eselon

I, I, dan IV di lingkungan unit kerjanya kepada Ketua secara
periodik,

Koordinator
Koordinator bertugas:

al menyusun bahan penyelenggaraan SPIP Unit Eselon | terkait;

b) menyusun bahan evalygsi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

¢} menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian pada Unit Eselon 1 terkait;

d} menyusun bahan Identifilas Risiko tingkat program pada
setiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tabun berjalan);

€] menyusun bahan kebijakan pengendalian atas  Risike
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan:

) menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan (kegiatan:

g} menyusun bahan pemantauvan secarn berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan: dan

h} menyusun bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada Unit
Eselon I terkait.

Administrator

Administrator bertugas;

a) menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP Unit Eselon | terkait;

b} menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian:

c) menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian pada Unit Eselon | terkait;

d) menyiapkan bahan ldentifikasi Risiko tingkat program pada
setiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kepiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

¢) menyiapkan bahan kebijakan pengendalian atas  Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;

f] menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan [/ kegiatan;

g) menyiapkan bahan pemantavan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

h) menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada Unit
Eselon [ terkait.

Sekretariat

Sckretariat bertugas:

a) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelenggs-
raan SPIP Unit Eselon 1 terkait:

b) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan
analisis terhadap linglkungan pengendalian:

¢)] mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi

atas kelemahan lingkungan pengendalian pada Unit Eselon |
Pusat terkait;
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d) mengumpulkan dan mendokumentasilan bahan Identifikasi
R}&]Im tingkat program pada setiap awal periode renstra, dan
Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran (setelah
menerima DIPA tahun berjalan);

¢} mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan kebijakan
pengendalian atas Risiko teridentifikas] baik tingkat program
maupun tingkat kegiatan;

) mengumpulkan dan mendckumentasikan bahan informasi
kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab
kebijakan [ kegiatan:

8] mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauan
secara  berkala atas efektifitas pengendalian  yang telah
ditetapkan; dan

h} mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan laporan
penyelenggaraan SPIP pada Unit Eselon | terkait.

2. Batuan Tugas SPIP pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
Satuan Tugas SPIP pada Perguruan Tinggl Keagamaan Negeri (FTKN)
ditetapkan dengan Keputusan Rektor /Ketua,
a4, Struktur Organisasi
Struktur organisasi Satuan Tugas SPIP pada PTKN terdir dari:
1} Penangpung Jawab adalah Rektor pada UIN/IAIN/THDN /IAHN dan
Ketua pada STAIN/STAKN/ STAKaTN / STABN /STAHN;
2) Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Biro pada UIN/IAIN/
THDN/IAHN dan Kepala Bagian Administrasi pada STAIN/STAKN/
STAKaTN/STABN /STAHN;

3) Wakil Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Satuan Pengawas
Internal;

4} Anggota adalah;
a) Wakil Rektor pada UIN/LAIN/IHDN/IAHN;
b} Wakil Ketua pada STAIN/STAKN/ STAKaTN/STABN/STAHN;
¢} Direktur Pasca Sarjana:
d) Dekan Fakultas pada UIN/IAIN/THDN/IAHN;

¢) Ketua Jurusan pada STAIN/STAKN/ STAKaTN/ STABN/STAHN:
dan

] Kepala Pusat

5) UPR adalah seluruh Biro/Bagian/ Fakultas/Jurusan/Pusat di
linglkungan PTKN;

6] Pemilik Risiko adalah Kepala Biro/Bagian/Delan Fakultas/Ketua
Jurusan,/Kepala Pusat di lingkungan PTEN;

7] Koordinator adalah Kepala Bagian/Sub Bagian vang membidangi
organisasi dan tata laksana dan/atau pengendalian intern:

8) Administrator adalah Pejabat/pelaksana pada unit ketja yang
membidangl organisasi dan tata laksana dan/atau pengendalisn
intern; dan

9] Sekretariat adalah Pejabat/Pelaksana pada Bagian/Sub Bagian yang
membidangl organisasi dan tata laksana dan/atau pengendalian
intern.

b. Tugas
) Penanggung Jawab

Penanggung Jawah bertugas mengarahkan penyelenggaraan SPIP
pada PTKN terkait.

2] Eetua
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Ketua bertugas:

4] membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan

" pcnﬁﬂﬂﬂman SPIP pada PTKN terkait;

3] me n evaluasi dan analisis terhad '
pengendalian; = S

¢) membuat rencana aks: atas kelemahan linglcun ngendalian;

d) mellakukan identifikasi Risiko tingkat prq%lg:arﬁa;aﬁ Eeﬁap awal
periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun
anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

¢} menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
baik tingkat program maupun kegiatan;

f) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab program/kegiatan;

gl melakukan pemantauan secara  berkala atas  efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

melaporkan hasil penyelenggarasan SPIP pada PTKN terkait

kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro

Organisasi dan Tata Laksana paling lambat minggu pertama

bulan Desember tahun berjalan.

Waldl Ketua

Walil Ketua bertugas:

a] membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyelenggaraan
SPIP pada PTKN terkair;

bl membantu Ketua dalam menyusun rencana aksi atas
kelemahan lingkungan pengendalian pada PTKN terkait:

¢} membantu Ketua dalam melakukan Identifikasi Risiko tingkat
program sctiap awal periode renstra dan tingkat program setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

d] membantu Ketua dalam menctapkan kebijakan pengendalian
atas Risiko teridentifikasi baik tingkat program maupun
kegiatan,

g membantu Ketua dalam  menginformasikan  kebijakan
pengendalian kepada seluruh penanggung jawab
kebijakan/kegiatan;
membantu Ketua dalam melakukan pemantauan secara berkala
atas efektifitas penpendalian yvang telah ditetapkan;

g)] membantu Ketua dalam melaporkan hasil penyelenggaraan
SPIP; dan

h) mewakili Ketua dalam melaksanakan tugas, apabila ketua
berhalangan.

Anggota

Anggota bertugas:

a) melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada PTKN terkait secara
efektif dan bertanggung jawab;

b mengoordinasikan penyvelenggaraan SPIP di unit kerjanya
masing-masing;

c)] memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelenggaraan
SPIP; dan

d) memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP.

Pemilik Risiko
Pemilik Risiko bertugas:
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a) memastikan penyelenggarann SPIP di unit ketjanya masing-
masing telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan
prosedur vang berlaku;

b) melaksanakan Identifikasi Risiko tingkat program pada setiap
awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

¢} menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifileasi
tingkat kepiatan di unit kerjanya masing-masing;

d) menginformasikan kebijakan pengendalian  kepada  =eluruh

penangeung jawab kegiatan:

¢) melakukan pemantauan sccara berkals  atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan:

f) melaporkan hasil penyelengsaraan SPIP pada unit kerjanva
masing-masing,;

gl melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan: dan

h) melaporkan hasil penyvelenggaraan SPIP pada unit kerjanya
masing-masing kepada Ketua secara periodik.

Koordinator

Koordinator bertugas:

&) menyusun bahan penyelenggaraan SPIP pada PTKN terkait:

b} menyusun bahan evaluasi dan analisiz terhadap lingkungan
pengendalian;

¢} menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian:

d} menyusun bahan ldentifikasi Risiko tingkat program pada
setiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

¢} menyusun bahan kebijakan pengendalian  atas  Risiko
tendentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;

) menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian  kepada
seluruh penangpung jawab kebijakan /kegiatan;

g menyusun bahan peémantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

h} menyusun bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada PTEN
terkait.

Administrator

Administrator bertugas:

4} menyiapkan bahan penyelenpgaraan SPIP pada PTKN terkait;

b} menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

c) menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian Kementerian Agama;

d) menyiapkan bahan ldentifikasi Risiko tingkat program pada
setiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun angparan (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

e} menyiapkan bahan kebijjakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kepgiatan;
menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan / kegiatan: .

g) menyiapkan bahan pemantauan secara berkala atas cfektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan



-1B -

h) menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada PTEN

terkait.
B) Sekretariat

Sekretariat bertugas:

a] mengumpulkan dan mendokumentasilkan bahan penyelengga-
raan SFIP pada PTKN terkait:

b) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan
analisis terhadap lingkungan pengendalian;

¢} mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi
atas kelemahan lingkungan pengendalian Kementerian Agama;

d) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan Identifikasi
Risiko tingkat program pada setiap awal periode renstra, dan
Risike tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran (setelah
menerima DIPA tahun berjalan);

e} mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan kebijakan
pengendalian atas Risiko teridentifikasi baik tingkat program
maupun tingkat kegiatan;

) mengumpulkan dan mendokumentasikan  bahan  informasi
kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung  jawah
kebijakan [ kegiatan:

gl mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauan
sccara berkala atas efektifitas pengendalian yvang telah ditetapkan:
dan

h) mengumpulkan dan  mendokumentasikan bahan laporan
penyelenggaraan SPIP pada PTEN terkait,

3. Satuan Tugas SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Satuan Tugas SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
(Kanwil] ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilavah
Kementerian Agama Provinsi,

s

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Tugas SPIP pada Kanwil terdiri dari:

1) Penanggung Jawab adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi;

2) Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Bagian Tata Usaha:

3) Anggota adalah Kepala Bidang dan Kepala Pembimbing
Masyaralkat Agama;

4] UPR adalah seluruh unit eselon 11

5] Pemilik Risiko adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang
dan Kepala Pembimbing Masyarakat Agama;

6] Koordinator adalah Kepala Sub Bagian yvang membidang
organisasi dan tata laksana dan/atau pengendalian intern:

7] Administrator adalah Pelaksana yang membidangi organisasi dan
tata laksana dan/atau pengendalian intern: dan

8] Sckretariat adalah Pejabat/Pelaksana pada Bagian/Sub Bagian
yang membidangi organisasi dan tata laksana dan/atan
pengendalian intern atau vang ditunjuk.

Tugas

1) Penanggung Jawah
Penanggung Jawab bertugas mengarahkan penyelenggaraan SPIP
pada Kanwil terkait.

2) Ketua
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Ketua bertugas:

a] membanty Penanggung Jawah
penyelenggaraan SPIP Kanwil terkait;

b) melakukean evaluasi dan  anslisis terhadap  lingkungan
pengendalian;

] membuat rencana aksi atas kelernahan lingkungan pengendalian:

d) melakukan Identifikasi Risiko tingkat program pada setiap awal
periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun
anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

t) menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teriden tifikas;
baik tingkat program maupun kegiatan;

) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penangoung jawab program,/ kegiatan;

gl melakukan pemantauan secara berkala atas elektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan: dan

melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada Kanwil terkait

kepada Menteri melalui Sekretariat Jenderal c.gq. Kepala Biro

Organisasi dan Tata Laksana paling lambat minggu pertama
bulan Desember tahun berjalan.

Anggota

Anggota bertugas:

a) melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada Kanwil terkait
secara efektif dan bertanggung jawab;

b} mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di  unit kerjanya
masing-masing;

¢} memberikan informasi kepada Ketua terkait penyelengearaan
SPIF; dan

d) memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP.

Pemilik Risiko

Permilik Risiko bertugas:

a] memastikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya masing-masing
telah dilaksanakan sesuai dengan kebijjakan dan prosedur yang
berlaloa:

b} melaksanakan hasil Identifikasi Risiko tingkat program pada sctiap
awal periode renstra, dan ldentifikasi Risiko tingkat kegiatan di
unit kerjanya masing-masing setiap awal tahun anggaran (setelah
menerima DIPA); _ .

¢) menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
tingkat program dan kegiatan di unit kefjanya masing-masing;

d) menginformasikan kebijakan pengendalian  kepada seluruh

nanggung jawab kegiatan; | :

&) ﬁlcelakﬁ;nm pemantauan secara berkala atas efcktfitas
pengendalian yang telah ditetapkan; . _
melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit keranya
masing-masing; _

gl melakukan pemantauan secara  berkala atas  efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan ) .

hj melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanva
masing-masing kepada Ketua secara periodik.

Koordinator

Koordinator bertugas:

a) menyusun bahan penyelenggaraan SPIP pada Kanwil terkait:

dalam mengoordinasikan



6)

7}

b
cl

d)

c)

f

al
h)

Y

menyusun bahan cvaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian;

menyusun bahan Identifikasi Risiko tingkat program pada
setiap awal periode renstra, dan Risike tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menyusun  bahan  kebijakan penpendalian  atas  Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan:
menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
selurub penanggung jawah kebijakan / kegiatan;

menyusun bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan: dan

menyusun bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada Kanwil
terkait,

Administrator
Administrator bertugas:

)

b)
el

d)

&
1]

gl
h}

menylapkan bahan penyelenggaraan SPIP pada Kanwil terkait;
menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

menylapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian Kementerian Agama

menyiapkan bahan Identifikasi Risiko tingkat program pada
setiap awal periode renstra, dan Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menylapkan bahan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
menylapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan;

menyiapkan bahan pemantavan sccara berkala atas efeletifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada Kanwil
terkait.

Sckretariat
Sekretariat bertugas:

&)
bl
¢l

dj

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelenggaraan
SPIP pada Kanwil terkair;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan
enalisis terhadap lingkungan pengendalian;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi atas
kelemahan lingkungan pengendalian Kanwil terkait:
mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan [dentifikasi Risiko
tingkat program pada setiap awal periode renstra, dan Risiko
tingkat kegiatan setiap awal tahun angparan (setelah menerima
DIPA tahun berjalan):

mengumpulkan  dan  mendokumentastkan  bahan  kehijakan
pengendalian atas Risiko teridentifikasi baik tingkat program mau-
pun fingkat kegiatan: . _
mengumpulkan  dan  mendokumentasikan  bahan 1nﬁ:+_rm551
kebijakan pengendalian kepada seluruh penangpung jawah
kebijakan; kegiatan;
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gl mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauan

secara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah ditetaplan:
dan

h) mengumpulkan dan  mendokumentasikan  bahan laporan
penyelenggaraan SPIP pada Kanwil terkait,

4. Satuan Tugas SPIP pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Satuan Tugas SPIP pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
{Kankemenag)  ditetapkan  dengan Keputusan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten (Kota.

a. Struktur Organisasi

Struklur organisasi  Satuan Tugas SEIP pada Kankemenag
Kabupaten/ Kota terdiri dari:

1) Penanggung Jawab adalah Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten { Kota;

2} Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

3} Angpota adalah Kepala Seksi, Kepala Penyelenggara dan Kepala
KUA Kecamatan;

4) UPR adalah selurub unit eselon IV dan KUA Kecamatan:

9) Pemilik Risiko adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi
dan Kepala Penyelenggara serta Kepala KUA Kecamatan:

6) Koordinator adalah Pelaksana yang membidangl organisasi dan
tata laksana dan/atau pengendalian intern; dan

7) Sekretariat adalah para Pelaksana yang membidangl organisasi
dan tata laksana dan/atau pengendalian intern atau yang
ditunjuk.

b. Tugas
1) Penanggung Jawab

Penanggung Jawah bertugas mengarashkan penyelenggaraan SPIP
pada Kankemenag Kabupaten/ Kota terkait.
2} Ketua

Ketua bertugas:

a) membantu  Penanggung  Jawab  dalam  mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP pada Kankemenag Kabupaten/ Kota terkait;

bl melakukan evaluasi dan  analisis  terhadap lingkungan
pengendalian; .

c) membuat rencana aksi atas kelemahan linglungan pengendalian;

d) melakukan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun herjalan);

e] menetapkan kebijakan penpendalian atas Risiko teridentifikasi
tingkat kegiatan;

f) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab kegiatan; e

g] melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian vang telah ditetapkan; dan

h) melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada K:-;mkcmcna,g
Kab/Kota terkait kepada Menteri melalui Sckretaris Jenderal
c.q. Kepala Biro Organisasi dan Tata Lﬂk_sana paling lambat
minggu pertama bulan Desember tahun berjalan

3] Anggota
Anggota bertupgas:
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)

6)

. Lo

4) melaksanakan kebijakan Satgas SPFIP pada Kankemenag
Kabupaten [Kota terkait secara efektif dan bertanggung jawab;

mengoordinasikan  penyelenggaraan SPIP di unit kerjanya

masing-masing;

c) memberikan informasi kepada ketua terkait penyelenggaraan
SPIF dan

d) memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP.

Pemilik Risiko

Pemilik Risiko bertugas:

a] memastikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanva masing-
masing telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan
prosedur yang berlalou;

b} melaksanakan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan di unit
kerjanya masing-masing setiap awal tahun anpgaran [setelah
menerima DIPA);

c) menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
tingkat kegiatan di unit kerjanya masing-masing;

d) menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab kegiatan;

¢} melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

f) melaporkan hasil penyelengparasan SPIP pada unit kerjanya
masing-masing kepada Ketua secara perniodik.

Koordinator

Koordinator bertugas:

a) menyusun bahan penvelenggarasn SPIP pada Kankemenag
Kabupaten/Kota terkait;

b} menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

¢} menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan linglungan
pengendabian;

d] menyusun bahan Identifikas: Risiko tingkat kegiatan setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);

e} menyusun bahan  kebijakan penpgendalian  atas  Risiko
teridentifikasi tingkat kegiatan;

f) menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan /kegiatan;

g) menyusun bahan pemantauan secara berkala atas clcktifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

h) menyusun bahan laporan penyelenggaraan  SPIP pada
Kankemenag Kabupaten/Kota terkait.

Administrator

Administrator bertugas:

a) menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP pada Kankemenag
Kabupaten/Kota terkait;

b} menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

c) menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian pada Kankemenag Kabupaten /Kota;

d} menyiapkan bahan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);



7)

4
h)

.

menyiapkan bahan kebijakan pengendalian atas Risike
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan:
menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan;

menyiapkan bahan pemantauan secara berkala atas efelctifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP  pada
Kankemenag Kabupaten /Kota terkait.

Sekretariat
Sekretariat bertugas:

a)
b)

c}

d}

hj

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyvelengga-
raan SPIP pada Kankemenap Kabupaten [Kota terkait;
mengumpullkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan
analisis terhadap lingkungan pengendalian:

mengumpulkan dan mendokumentasiken bahan rencana aksi atas
kelemahan lingkungan pengendalian Kankemenag
Kabupaten /Kota;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan ldentifikasi
Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran (sctelah
menerima DIPA tahun berjalan);

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan  kebijakan
pengendalian atas Risiko teridentifikasi tingkat kepgiatan:
mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan informasi
kebijakan pengendalian  kepada selurubh  penanggung  jawsb
kebijakan / kegiatan;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauan se-
Ez:; berkala atas efektifitas pengendalian yvang telah ditetapkan;
mengumpulkan dan mendokumentasikan < bahan  laporan
penyelenggaraan SPIP pada Kankemenag Kabupaten /Kota terleait.

2, Satuan Tugas SPIP pada UPT [Balal/Asrama Haji)
Satuan Tugas SPIP pada Balaif/Asrama Haji ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Balai/Asrama Haji.

a. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Satuan Tugas SPIP pada Balai/Asrama Haji
terdiri dari:
1} Penanggung Jawab adalah Kepala Balai/Asrama Haji;
2} Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
Anggota adalah para Kepala Seksi;
Unit Pemilik Risiko adalah seluruh unit eselon IV,
Pemilik Risiko adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kcpala
Seksi
Koordinator adalah Pelaksana vang membidangl organisasi dan
tata laksana dan/atau pengendalian intern; dan
7) Sckretariat adalah para Pelaksana yang membidangl organisasi
dan tata laksana dan/atau pengendalian intern atau yang
ditunjul.
b. Tugas
1} Penanggung Jawab
Penanggung Jawab bertugas mengarahkan penvelengaraan SPIP
pada Balai/ Asrama Haji terkait.

3|
4
3]

g
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2) Retus

3

4)

a)

Ketua bertugas:

a) membantu Penangrung Jawab dalam mengoordinasikan  penve-
lengparaan SPIP pada Balai/Asrama Haji terkait;

b] melakukan evaluasi dan  analisis terhadap  lngkungan
pengendalian;

c) membuat rencana aksi atas kelemahan lingleungan pengendalian;

d) melaksanakan hasil Identifikasi Risiko lingkat kepiatan pada
setiap awal periode renstra;

€] melakukan ldentifikasi Risiko tingkat kegiatan ‘setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
baik tingkat program maupun kegiatan;

g menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab program / kegiatan;

h) melakukan pemantauan secara berkala atas efcktifitas
pengendalian yang telah ditetapkan: dan

i) melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada Balai/Asrama
Haji terkait lepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal c.q.
Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana paling lambat minggEu
pertama bulan Desember tahun berjalan.

Angpgota

Anggota bertugas:

a) melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada Balai/Asrama Haji
terkait secara efektif dan bertanggung jawab;

b} mengoordinasikan penvelenggaraan SPIP di  unit kerjanya
masing-masing;

¢} memberikan informasi kepada Ketua terkait penvelenggaraan
SPIP; dan

d) memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap
pelaksanaan SPIP,

Pemilik Risiko

Pemilik Risiko bertugas:

a) memastikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanva masing-
masing telah dilaksanakan sesuai kebijakan dan prosedur yang
berlaku;

b) melaksanakan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan di wunit
kerjanya masing-masing setiap awal tahun anggaran (setelah
menerima DIPA);

¢ menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
tingkat kegiatan di unit kerjanya masing-masing;

d} menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab kegiatan;

¢} melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan;

) melaporkan hasil penyvelenggaraan SPIP pada unit kerjanya
masing-masing;

g) melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan: dan

h) melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya
masing-masing kepada Ketua secara periodik,

Koordinator

Koordinator bertugas:



6]

7)

14

MEnyusun bahan penyelenggaraan SPIP pada Balai/Asrama
Haji terkait;

menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap
pengendalian:

menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian:

melaksanakan hasil Identifikasi Risiko tingkat kegiatan pada
setiap awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA)
menyusun baban Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan):
menyusun  bahan  kebijakan pengendalian  atas  Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan /kegiatan;

menyusun bahan pemantauan secarn berkala atas efcktifitas
pengendalian yvang telah ditetapkan; dan

menyusun  bahan laporan penyelenggaraan SPIP  pada
Balai/Asrama Haji terkait.

lingkungan

Administrator
Administrator bertugas:

a)
o)
)
d)

€)

&)
kil

menylapkan bahan penyelenggaraan SPIP pada Balai/Asrama
Haji terkait:

menylapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian pada Balail/Asrama Haji;

menylapkan bahan Identifikasi Risiko ringkat kegiatan setiap
awal tahun anpggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menyiapkan bahan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
menyiapkan bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan (kegiatan;

menylapkan bahan pemantavan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

menyiapkan bahan Jlaporan penyelenggaraan SPIP pada
Balai/Asrama Haji terkait.

Sekretariat
Sekretariat bertugas:

al
bj
c)

d)

e}

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelengga-
raan 3PIP pada Balai/Asrama Haji terkait;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan
analisisi terhadap lingkungan pengendalian;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi atas
kelemahan linghungan pengendalian pada Balai/ Asrama Hagi;
mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan ldentifikas
Risikn tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran (setelab
menerima DIPA tahun berjalan);

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan kebijakan
pengendalian atas Risiko teridentifikasi baik tingkat program
maupun tingkat kegiatan,
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f) mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan
kebijjakan pengendalian ke

kebijakan /kepiatan;
gl mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan pemantauan

secara berkala atas efektifitas pengendalian  yang telah
ditetapkan; dan

h] mengumpulkan dan mendokumentasilkkan bahan
penyelenggaraan SPIP pada Balai/ Asrama Haji terkait.

informasi
pada seluruh penanggung jawab

laporan

6. Batuan Tugas SPIP pada Madrasah Negeri (MA/MTs]
Satuan Tugas SPIP pada Madrasah Negeri ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Madrasah.
a. Struktur Organisasi

ih’ll.lktul' organisasi Satuan Tugas SPIP pada Madrasah Negeri terdiri

ari

1} Penanggung Jawab adalah Kepala Madrasah:

2) Ketua merangkap Anggota adalah Kepala Urusan Tata Usaha;

3) Anggota adalah para Wakil Kepala Madrasah, Kepala Unit
Pelayanan, Pembina Ekstrakurikuler;

4) UPR adalah Urusan Tata Usaha Unit Pelayanan;

5) Pemilik Risiko adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepala Unit
Pelayanan;

6) Koordinator adalah Pelaksana vang membidangi organisasi dan
tata laksana danfatau pengendalian intern dan/atau yang
ditunjuk; dan

7) Sekretariat adalah para Pelaksana vang membidangi organisasi
dan fata laksana dan/atau pengendalian intern atau yang
ditunjulk.

b. Tugas
1) Penanggung Jawab

Penangpung Jawab bertugas mengarahkan penvelenggaraan SPIP
pada Madrasah Negeri terkait.

2] Ketua

Ketua bertugas:

al] membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan
penyelenggaraan SPIP pada Madrasah Negeri terkait;

b} melakukan evaluasi dan  analisis  terhadap lingkungan
pengendalian;

¢) membual rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian;

d) melakukan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA talmin berjalan);

e] menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
baik tingkat program maupun keglatan;
menginformasikan kebijjakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab program /kegiatan;

g} melakukan pemantauan secara berkala atas elektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

h) melaporkan hasil penyelengparaan SPIP pada Madrasah Negeri
terkait kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal c.q. Kepala
Biro Organisasi dan Tata Laksana paling lambat minggu
pertama bulan Desember tahun berjalan.



v

3} Anggota
Anggota bertugas:

4)

6]

&)
b
)
dj

melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada Madrasah Negeri
terkait secara efektif dan bertanggung jawah;
mengoordinasikan  penyelenggaraan SPIP  dj
masing-masing;

memberikan informasi kepada ketua terkait penyelenggaraan
SPIP; dan

memberikan saran dan masuken kepada Ketua dalam sectiap
pelaksanaan SPIP.

unit kerjanya

Pemilik Risiko
Pemilik Risiko bertugas:

)

)

e
d)
o)
f)

£
I

memasiikan penyelenggaraan SPIP di unit kerjanva masing-
masing telah dilaksanakan sesuai kebijakan dan prosedur vang
berlaku;

melaksanakan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan di unit
kerjanya masing-masing setiap awal tnhun anggaran (seteloh
menerima DIPA);

menetapkan kebijakan pengendalian atas Risiko teridentifikasi
tingkat kegiatan di unit kerjanya masing-masing;
menginformasikan kebijjakan pengendalian kepada seluruh
penanggung jawab kegiatan,

meclakukan pemantauan secara  berkala atas  efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan;

melaporkan hasil penyvelenggaraan SPIP pada unit kerjanva
MASINE-masing;

melakukan pemantauan secara berkala atas  efektilitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP pada unit kerjanya
masing-masing kepada Ketua secara periodik.

Koordinator
Koordmator bertugas:

al
bj
c)

d)

hj

menyusun bahan penyelenggaraan SPIP pada Madrasah Negeri
terkait:

menyusun bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan
pengendalian;

menyusun bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian;

menyusun bahan Identifikasi Risike tingkat kegiatan setiap
awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menyusun bahan kebijakan pengendalian atas Risiko
teridentifikasi baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
menyusun bahan informasi kebijakan pengendalian kepada
seluruh penanggung jawab kebijakan/kegiatan;

menyusun bahan pemantauan secara berkala atas efektifitas
pengendalian yang telah ditetapkan; dan

menyusun bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada
Madrasah Negen terkait,

Administrator
Administrator bertugas:

al

menyiapkan bahan penyelenggaraan SPIP pada Madrasah
Megeri terkail;
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b} menyiapkan bahan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan

¢}
d)

h

pengendalian;

menyiapkan bahan rencana aksi atas kelemahan lingkungan
pengendalian pada Madrasah Negerd terkait;

menylapkan bahan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap awal
tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
menylapkan bahan  kebjjaksn pengendalian  atas  Risiko
teridennifikas baik tingkat program maupun tingkat kegiatan;
menyiapkan bahan informasi kehijakan pengendalian  kepada
seluruh penangepung jawab kebijakan /kegiatan;

menyiapkan bahan pemantavan secara berkala atas efeltifitas
pengendalian yvang telah ditetapkan; dan

menyiapkan bahan laporan penyelenpgaraan SPIP pada Madrasah
Negeri terkait.

Sekretariat
Selretariat bertupas:

al
&)

c)

d)

hj

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan penyelengga-
raan SPIP pada Madrasah terkait;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan evaluasi dan
analisis terhadap lingkungan pengendalian;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan rencana aksi
atas kelemahan lingkungan pengendalian pada Madrasah
Negeri terkait;

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan ldentifikasi
Risiko tinglkat kegiatan setiap awal tahun anpgaran [setelah
menerima DIPA tahun berjalan);

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan kebijakan
pengendalian atas Risiko teridentifikas: tingkat kegiatan;
mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan informasi
kebijakan pengendalian kepada seluruh penangpung jawab
kebijakan/keglatan;

mengumpulkan dan mendolkumentasikan bahan pemantauan
secara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan;
dan

mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan laporan penye-
lengparaan SPIP pada Madrasah Negeri terkait.
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BARB 11
MEKANISME PENERAPAN SPIP

A. Penerapan Unsur Lingkungan Pengendalian

L. Sub Unsur Lingkungan Pengendalian
Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara
lingkungan pengendalian vang menimbulkan perilaku positf dan

kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan
kerjanya, melalui;

penegakan integritas dan nilai etika:

komitmen terhadap kompetensi;

kepemimpinan yang kondusif;

pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
pendelegasian wewenang dan tanggin g Jawab vang tepat;
penyusunan  dan  penerapan  kebijakan yang  sehat tentang
pembinaan sumber daya manusia;

perwijlidan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
dan

h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemetintah terkait,

ed o P

o

Satker/UPT harus memastikan bahwa unsur-unsur lingkungan

pengendalian  telah  dirumuskan dan  diimplementasilcan  demi
terwujudnya SPIP vang efektif,

1) Sub Unsur Lingkungan Pengendalian
a) Penegakan Integritas dan Etika

Penegakan integritas dan nilai  etika sekurang-kurangnya
dilakukan dengan:

(1) menyusun dan menerapkan aturan perilaku:

[2) memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada
setiap Satker/UPT:

[3) menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan
terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap
aturan perilaku; _

(¢) menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi
atau pengabaian pengendalian intern; dan

[9) menghapus kebijjakan atau penugasan vang dapat mendorong
perilaku ndak ctis.

b) Komitmen terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan

denpgan:

(1) mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing
posisi dalam Satker/UPT; _

(2} menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi
pada masing-masing posisi Satker/UPT;

(3] menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk mﬂmha_nltu
pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja-
annya;, dan
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(4) memilith pimpinan Satker/UPT yang memiliki kemampuan
manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan
Satker /UPT.

Kepemimpinan yang Kondusif

Kepemimpinan yang kondusil sekurang-kurangnya ditunjukkan

dengan:

(1) mempertimbangkan Risiko dalam pengambilan keputusan;

(2] menerapkan manajemen berbasis kinerja;

(3} mendulung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;

(4} mehindung atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan
yvang tidak sah;

|5) melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada
tingkatan yang lebih rendah; dan

(6) merespon secara positil terhadap pelaporan yang berkaitan
dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegatan

Struktur Organisasi vang Sesuai Kebutuhan

Pembentukan struktur organisasi vang sesuai dengan kebutuhan

sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

(1) menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Satker/ UPT;

(2} memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam
Satker/UPT,

(3) memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern
Satker/UPT;

(4) melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap
struktur organisazsi sehubungan dengan perubahan lingkungan
strategis; dan

{S) menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk
pOSiSl pimpinan.

Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

selurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

(1) wewenang diberikan kepada pegawal yang tepat sesual dengan
tingkat tangpung jawabnyva dalam rangka pencapaian tujuan
Satker/UPT;

(2) pegawai vang diberi wewenang memahami bahwa wewenang
dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain
Satker/UPT yang bersangkutan; dan

(3) pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan
wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP,

Kebijakan vang Sehat tentang Pembinaan SDM _

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya manusia dilaksanakan dengan memperhatikan

sckurang-kurangnya hal-hal sebagai berikout: _

(1) penetapan kebijaken dan prosedur sejak rekrutmen sampéai
dengan pemberhentian pegawal; .

(2) penelusuran latar belakang calon pegawa dalam proses
rekrutmen;

(3) supervisi periodik yang memadai terhadap FEEE‘IWH-I':

(4] kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia: _
(a) kapasitas, kompetensi, dan integritas Sumber Daya Manusia

dan pengembangannya harus ditetapkan.
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|b) program pengembangan di bidang SPIP minimal berisi:

- Program induksi;
- Program pelatihan; dan
-  Program pendidikan dan sertifikasi,

(5] Batker/UPT harus memastikan adanya anggaran yang memadai
untuk melaksanaken huruf a dan b di atas agar kompentesi
SFIP yang ada di dalam Satker/UPT selalu sesuai dengan
tuntutan pekerjaan dan profesionalisme;

(&) SPIP diperkenalkan kepada seluruh jajaran Satker/UPT, sejak
hari pertama mereka bergabung dan secara terus menerus
dikomunikasikan;

[7) sumber daya yang perlu disiapkan untuk SPIP adalah:

(a) pimpinan dan SDM denpan tugas dan tanggung jawab
Ir:husuls terkait denpgan fungsi ini dan memiliki keahlian vang
SegLAl;

(b} program dan anggaran pelatihan setiap tahun;

{o) sistem informasi khusus (termasuk untuk database dan
txhistleblowing, dan

{d) anggaran dana vang dialokasikan untuk proses SPIP.

gl Peran APIP yang Efektif

Perwujudan peran aparat pengawsasan intern pemerintah yang

efektif sckurang-kurangnya harus:

(1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Satker/UPT,

(2) memberikan peringatan dini dan meninpkatkan efektivitas SPIP
dalam penyelenpgaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

(3} memelihara dan meningkatkan  kualitas  tata  kelola
penvelenpparaan tugas dan fungsi Satker /UPT.

h) Hubungan Kerja yang Baik

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemernntah

diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji  antar

Satker/UPT dengan Instansi Pemerintah terkait

2. Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Satker/UPT wajib melakukan evaluasi terhadap lingkungan
pengendalian yang meliputi & {delapan) komponen tersebut.
a. Tujuan
1) untuk mengetahui tingket keandalan dan kelemahan lingkungan
pengendalian; dan
2} untuk memberikan masukan dan informasi kepada pimpinan
sebagai dasar menyusun rencana tindak penguatan lingkungan
pengendalian;
b Mekanisme cvaluasi
1) evaluasi lingkungan pengendalian dilakukan melahui  pengisian
kuesioner terkait 8 sub unsur lingkungan pengendalian oleh scluruh
pejabat/ pegawai pada masing-masing Satker/UPT secara berkala;
2} apabila angka 1 tidak memungkinkan, maka pengisian kuesioner
dilakukan secara sampel dengan mempertimbangkan tingkat
representasi baik dari pejabat struktural dan pejabat fungsional
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serta pelaksana pada Satker/UPT;
pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan secara manual maupun
secara elektronile

pengisian kuesioner harus dilakukan sesuai kondisi sebenarmya
dan bukan rekavasa (dilondisikan);

5) hasil evaluasi lingkungan pengendalian akan menghasilkan 4
{empat) kriteria kondisi, yaita:
a] Memadai;

B) Cukup Memadai:
¢} Kurang memadai; dan
d) Tidak memadai.

B lingkungan pengendalian dinyatakan baik apabila seluruh
komponen memperoleh hasil minimal cukup memadai (>3) dan
dinyatakan kurang baik apabila evaluasi memperoleh hasil kurang
memadai [<3);

7) melakukan pemetaan terhadap setiap instrumen yang masih
memperoleh nilal <3 (kurang/tidak memadail scbagai bahan
penyusunan rencana tindak penguatan ingkungan pengendahian;

8) setiap rencana Undak pada masing-masing komponen harus
memuat waktu pelaksanaan dan penanggung jawab;

9} pelaksanaan rencana tindak harus dimonitor secara berkala oleh
Satuan Tugas SPIP masing-masing Satker/UPT:

10] evaluasi lingkungan pengendalian dilakukan seccara berkala,
setelah  seluruh  rencana  tindak penguatan  pengendalian
dilaksanakan sccara konsisten, dengan tujuan untuk melihat
perkembangan  keandalan  lingkungan  pengendalian sccara
periodik; dan

11} pelaksanaan evaluasi lingkungan pengendalian  menggunakan
mstrumen  kuesioner sebagaimana pada lampiran 1.

B. Penerapan Unsur Pemlaian Risiko

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistemn Pengéndalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa
pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko. Unsur
penilaian Risiko merupakan fokus dan penyelenggaraan SPIP. Kegiatan
penilaian  Risiko dilakukan dengan melaksanakan pengelolaan Risiko.
Penilaian Risiko merupakan tanppung jawab bersama seluruh pihak di
lingkungan Satker/UPT, yaitu Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai yang dapat
mempengaruhi  pencapaian  sasaran/tujuan  Satker/UPT di  lingkungan
Kementerian Agama.

1. Peran Pimpinar )
a. Peran Pejabat/Pimpinan Satker/UPT dalam penilaian Risiko adalah:

1} menetapkan kebijakan dan perencanaan agar pengelolaan Risike
berjalan dengan efisien dan efektif;

2} menetapkan sasaran-sasaran organisasi baik jangka pendek
maupun jangka panjang;

3 mengembangkan strategl pengelolaan Risike untuk pencapaian
sasaran; dan

4] membentuk sistem dan mekanisme untuk Whistleblowing yang
mencakup; .
a) saluran resmi kepada Satuan Tugas SPIP untuk whistleblowmag,

dan

b] perlindungan dan penghargaan bagi Whistleblower.
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b, Penilaian kinerja berbasis Risiko dan penghargaan

1) Sasaran, strategi dan indikator serta penilaian kinerja berbasis
Risiko harus dituangkan ke dalam Renstra dan Rencana Kerja
Tahunan (RKT);

2) Penilaian kinerja berbasis Risiko diterapkan terhadap setiap UPR
dan para Pemilik Risiko (risk owners);

3) Penilaian kinerja berbasis Risiko oleh Pejabat Satker/ UPT harus
berdasarkan:
a) laporan profil Risiko setiap UPR; dan
b} hasil analisis dan rekomendasi dari Satgas SPIP.

4) Aspek-aspek penilaian kinerja berbasis Risiko mencakup:
a) tingkat Risiko setiap UPR;
b} kinerja manajemen Risiko setiap UPR;
¢) tingkat kepatuhan; dan
d) kompetensi yang dikembangkan sclama periode penilaian,

o] Sistem penghargaan dikembangkan secara adil dan wajar sejalan
dengan kebijakan Satker, UPT.

¢. Good Governance, Sistem Manajernen, dan Reviu/ Audit

Good Governance adalah prinsip, struktur, dan proses yang digunakan

nstansi  pemerintahan  untuk  meningkatkan akuntabilitas  puna

mewljudkan visi dan misinya dengan tetap memperhatikan kepentingan

stakeholders lainnya berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai

elika. Penerapan SPIP di Satker/UPT wvang didukung sistem

manajemen dan audit adalah wujud penerapan Good Governance.

Terhadap pengelola Risiko pada Unit Pemilik Risiko dilaloukan:

1) reviu minimal satu kali dalam setahun oleh tim yvang dibentuk oleh
Ketua Satgas SPIP di Lingkungan Kerjanya, dan

2) audit minimal satu kali dalam tiga tahun oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Agama.

d. Dokumentasi dan Pengendalian Dokumen
1) Batker/UPT wajib mendokumentasikan keputusan-keputusan
vang telah dibuat dan hal-hal yang teleh dikerjakan agar dapat
dipelajari dan diperbaiki di waktu vang akan datang; dan
2] Dokumentasi tersebut hendaknya  dikendalikan  dengan
menerapkan sistem dokumentasi berdasarkan sistem manajemen
mutu yvang ditetapkan,
2. Proses Penilaian Risiko
a, Penetapan Tujuan
1} Tuuan

Penetapan konteks dilakukan untuk tujuan:

a) mengidentifikasi lingkungan dimana penilaian Risiko hendak
diterapkan,

b} mengetahui dan menetapkan pihak-pihak yang paling
berkepentingan denpgan proses penilaian Risiko dan hasil dar
proses tersebut;

¢) menetapkan ruang lingkup dan tujuan penilaian Risiko, kondisi
vang membatasi dan hasil yvang diharapkan; dan

d) menetapkan berbagai |kriteria yang digunakan untuk
menganalisis dan mengevaluasi Risiko.

2} Penanggung Jawab Pelaksanaan .
a) Penanggung jawab pada tingkat Satker/UPT adalah Pimpinan
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Satker /UPT dan Ketua Satuan Tugas; dan

b) Penanggung jawab pada tingkat kegiatan adalah pemilik Risiko

dan penanggung jawab pada masing-masing lkegiatan di unit
terkait,

3] Tahap-tahap peclaksanaan
a) mengidentifikas] sasaran strategis sesual dengan dokumen
perencanaan (Renstra) tahun berjalan,
b) mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan
dokumen perencanaan (Renstra) tahun berjalan.
¢] mengidentifikasi tujuan kegiatan berdasarkan Term of Reference
(ToR) masing-masing kegiatan;
d] menjabarkan ruang lingkup penerapan yang berisi tentang:
(1) tingkat penerapannya: pada tingkat Satker/UPT atau
kegmatan;
(2) lingkup penerapannya: program, kegiatan, atau aktivitas
tertentu;
[3) sasaran dan tujusn penerapan;
(4} sifat keputusan yvang dihasilkan;
(5) waktu dan lokasi kegiatan,;
{6) kajian pendahuluan yang dibutuhkan;
(7} sumber daya yvang dibutuhlan,
(8) peran dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam proses
tersebut; dan
(9} hubungan kegiatan tersebut dengan kegiatan lain yang ada.
e} mengidentifikasi dan menctapkan pihak-pihak, baik internal

maupun cksternal, yang berkepentingan ternadap proses atau
aktivitas SPIP; dan

i keluaran (Output)
Laporan hasil penetapan tujuan.
b. Identifikasi Risiko
1) Tujuan
Untuk mengidentifilasi seluruh jenis Risiko vang berpotensi mengha-
langi, menurunkan, atau menunda fercapainya sasaran/ijuan
Satker/UPT maupun UPR.
2) Penanggung Jawab Pelaksanaan
Pemililk Risiko pads masing-masing UPR di bawah pengawasan
Ketua Satuan Tugas.
3) Tahap-tahap Pelaksanaan:
a) Risiko Tingkat Organisasi/Kebijakan/Program
(1) melakukan identifikasi Risiko organisasi/kebijakan / program
berdasarkan sasaran strategis vang tercantum dalam
dokumen percncanaan (renstra) tahun berjalan;
(2} melakukan identifikasi Indikator Kinerja (IKU) berdasarkan
dokumen perencanaan (Renstra) tahun berjalan; _
(3] mengidentifikasi Risiko masing-masing sasaran Strategls
dengan memperhatikan rumusan [KU yang ada;
(4] Risiko  tingkat organisasi/kebijakan/program  dapat
diramuskan dengan negatif TKU;
(5) mengidentifikasi sebab dan dampak dari masing-masing
Risiko yang dapal menghalangl, menurunkan, atau
menunda tercapainya sasaran strategls;
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{0) mengklasifikasikan Risiko yvang telah diidentifikasi ke dalam
beberapa jenis Risiko, di antaranya:

Risiko strategik /kebijakan adslah segala Risiko Vang
dischabkan atau yang timbul karena perubahan kebijakan
lingloungan kerja pengawasan, seperti perubahan kebijakan,
dan sebagainya, serta kebijakan vang diambil sebagai resporn
terhadap hal tersebut;

Risiko finansial, merupakan segala Risiko vang
disebabkan oleh kegagalan pihak ketipa dalam memenuhi
kewajibannya terhadap Satker/UPT:

Risiko operasional, merupakan Risiko vang disebabkan
oleh kegagalan pada orang, proses, dan sistem di
Satker/UPT, fakior eksternal, dan Risiko yang
ditimbulkan oleh aspek-aspek legal;

Risiko Kepatuhan, merupakan Risiko yang disebabkan
oleh tidak dipatuh: atau tidak dilaksanakannya peraturan
perundang-undangan dan ketentuan lain vang berlaku;
dan

Risiko Fraud, merupakan Risiko yang discbabkan oleh
adanya kecurangan,

(7] mendokumentasikan proses Identifikasi Risike dalam
sebuah daftar Risiko dengan mencantumkan para pihak
yang terlibat dalam proses identifikasi dan pendekatan yang

digunakan  serta  memperbaharai sesuai dengan
perkembangan terakhir; dan

(8) keluaran (Cutput)
Daftar Risiko organisasi/kebijakan/ program.
b} Risiko Tingkat Kegiatan/Operasional
(1) melakukan ldentifikasi Rizsiko kegiatan /operasional

berdasarkan dokumen perencanaan [REKA-K/L, TOR, RAB)

kegiatan tahun berjalan;

{(2) melakukan identifikasi tujuan  berdasarkan dekumen
perencanaan (RKA-K/L, TOR, RAB| kegiatan tahun berjalan;

(3} mengdentifikasi Risiko masing-masing kegiatan dengan
memperhatikan rumusan tujuan vang ada;

(4) Risike tingkat kegiatan dapat dirumuskan berdasarkan
jenis-jenis kegiatan, antara lain:

Kegiatan bantuan sosial;

Kegiatan bantuan operasional sekolah (BOS);
Kegiatan tim (honor tim);

Kegiatan kediklatan;

Kegiatan penelitian;

Kegiatan paket meeting (fullboard, fullday, halfdaw);
Kegiatan RDK dan rapat biasa;

Kematan pembayaran uang makan;

Kegiatan pembayaran tunjangan kinerja;

Kegiatan pengadaan barang/jasa;

Kegiatan perjalanan dinas,;

Kegiatan pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen;
Kegiatan belajar mengajar; dan

Kegiatan penelitian pada PTEN; dan kegiatan lainnya.

(5) mengidentifikasi sebab dan dampak dari masing-masing
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Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau

menunda {ercapainya sasaran strategis;

{6) mengklasifikasikan Risiko yang telah diidentifikasi ke dalam
beberapa jenis Risiko, di antaranva:

- Risiko strategik/kebijakan adalah segala Risiko yang
disebabkan atau vang timbul karena perubahan kebijakan
lingkungan kerja pengawasan, seperti perubahan kebijakan,
dan sebagainya, serta kebijakan yang diambil sebagai respon
terhadap hal tersebut;

- Risiko finansial, merupakan segala Risiko yang disebablan
oleh kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya
terhadap Sather/UPT,

- Risiko operasional, merupakan Risiko yang disebabkan aleh
kegagalan pada orang, proses, dan sistem di Satker/UPT,
faktor eksternal, dan Risiko yang diimbulkan oleh aspek-
aspek legal;

- Risiko Eepatuhan, merupakan Risiko yang disebabkan cleh
tidak dipatuhi atsu tddak dilaksanakannva peraturan
perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku; dan

- Risiko Fraud, meripakan Risiko yang disebabkan oleh
adanya kecurangan.

(7) mendokumentasikan  proses  ldentifikasi  Risike dalam
sebuah daftar Risiko dengan mencantumkan para pihak
yang terlibat dalam proses identifikasi dan pendekatan yang
digunakan  serta  memperbaharui  sesuai  dengan
perkembangan terakhir,

4) Keluaran (Qutput)
Daftar Risiko kegiatan.
Penilaian Hisiko
1) Tujuan
Untuk mengetahui profil dan peta dari Risiko yang ada dan akan
digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan Risiko.
2) Penanggung Jawab Pelaksanaan:
a} Pemilik Risiko; dan
b) Koordinator Risiko masing-masing UPR di bawah pengawasan
Pemilik Risiko.
3) Langkah-langkah Pelaksanaan
a) melakukan focussed group discussion (FGD) untuk menilai
masing-masing Risiko yang telah teridentifikasi,
b) melakukan analisis terhadap konseluensi Risiko dengan
metode sebagai berilout:

(1) untuk Risiko vang memiliki konsekuensi keuangan, dapat
dianalisa dengan menggunakan nilai rata-rata kerugian
keuangan vyang terjadi karena suatu  Risiko dan
menggolongkannya berdasarkan skala yang telah ditetapkan
untuk masing-masing tingkat kerugian yang terjadi; dan

(2) untuk Risiko yang memilild konsekuensi non keuangan, maka
konsckuensi  Risiko yang bersifat  kualitatif  tersebut
dikuantifikasikan dengan mengpunakan skala yang telah
ditetapkan untuk  masing-masing katagon tingkat
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konsekuensi  dengan  parameter-parameter yang telah
ditetaplan.

c) melakukan analisis terhadap besarnva kemungkinan Risiko
teridentifikasi akan terjadi, dengan cara memperkirakan
frekuensi  terjadinya Risiko tersebut pada suatu periode
terteniu;

d) melakukan analisis terhadap besar-kecilnya dampak dari Risiko
teridentifikasi terhadap penecapaian tujusn/sasaran, yang
dilakukan dengan cara penghitungan langsung vaitu dengan
menggunakan nilai rata-rata dampak suatu Risiko pada suatu
periode tertentu; dan

e| mengidentifikasi dan menetapkan kriteria pada masing-masing
tingkat kemungkinan dan dampak terjadinya Risiko
berdasarkan pembagian tingkatan yang telah ditetapkan dan
sclanjutnya digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi
Risiko. Tingkat kemungkinan dan dampak Risiko sebagai
berikut:

(1) Tingkat kemungkinan terjadinya Risiko jrisks likelihood):
'Kemungkinan|

Terjadinya | Kategori Keterangan

Risiko

1 Sangat | Kemungkinan terjadinya
Jarang jarang sekali/tidak pernah

2 Jarang |Kemungkinan terjadinya

3 Sering |Kemungkinan tinggi terjadi

4 Kemungkinan terjadinya

sering sekali/selalu

Dangatlenng I

(2] Tingkat dampak Risiko (nsk consequences);

D&Eiik Kategori Keterangan

¥ Pengaruhnya terhadap
strategl dan aktivitas operasi

S sangat rendah

1 Rizggh * Pengaruhnya terhadap
kepentingan para pemanghku
kepentingan (stakeholders)
sangat rendah

# Pengaruhnya terhadap
strategi dan aktivitas operasi
rendah

2 Rendah # Pengaruhnya terhadap

kepentingan para pemanghku

kepentingan (stakeholders)

| __rendah

» Pengaruhnva terhadap
strategl dan aktivitas operasi
tinggl

3 Tinggi * Pengaruhnya terhadap

kepentingan para pemanghku

kepentingan (stakeholders)
tinggt




T

# Penparuhnya terhadap
strategl dan aktvitas operasi
sangat tinggl

Pengaruhnya terhadap
kepentingan para pemangku
kepentingan (stakeholders)
sanpgat tinggl

4 Sangat B
Tinggl

fi) melakukan analisis terhadap tingkat {level] suatu Risiko dan
kecenderungan arah Risikonya.
(1) Tingkat atau level Risiko diukur dengan menggunakan dua
dimensi, waitu tingkat konsekuensi [consequence] dan
kemungkinan terjadinya Risiko (vang dinyatakan dalam

freloaensi).
(2) Bahasa warna untuk [level Risiko dirumuskan sebagas
berikut:
Risiko sangat rendah: warna hijau
- Risiko rendah : warna kuning muda
- Risiko tinggt » warna kuning tua

- Risiko sangat tinggi @ warna merah

(3) Analisis terhadap kecenderungan arah (tren] Risiko
dilakukan dengan cara mengidentifikasi perubahan atau
pergesaran tingkat/lerel Risiko yang dikaitkan dengan
upaya mitigasi yang telah dilakukan ataupun faktor-faktor
lain yang mempengaruhinya.

g} melakukan analisis terhadap profil Risiko dan pemetaan Risiko.

(1) Analisa terhadap profil Risiko dilakukan dengan menjelaskan
total eksposur Risiko yang dinyatakan dengan tingkat (level)
Risiko dan trend-nya.

{2} Analisa peta Risiko dilakukan dengan menjelaskan gambaran
total Risiko dan distribusi posisinys dalam grafik dengan
frelcuensi pada sumbu horisontal (x) dan konsekuensi pada
sumbu vertikal {v].

KNSEHUEME

FREHUEGS

(3] Tingkat Risiko gabungan (komposit] untuk masing-masing
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katagori Risiko diperoleh dengan mengsunakan rata-rata
tingkat kunsekuensi dan rata-rata  tingkat kemungkinan
terjadinya Risiko-Risiko pada kategori tersebut.

h) membuat laporan secara berkala mengenai profil dan peta
Risiko yang dianalisis kepada Ketua Satgas SPIP dan Pemilik
Risiko sebagai umpan balik.

1} keluaran foutpui)

Laporan hasgil analisis Risiko yang berisi:
(1) identifikasi akar permasalahan;
[2) penentuan tingkat (level) Risiko, profil dan peta Risiko:
(3] keputusan terkait dengan perlu atau tidaknva dilakukan
analisis yang lebih mendalam dan bersifat kuantitatift dan
(4} masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih
antar berbagai opsi penangan Risikeo vang ada sesuai bobot
biaya den manfaat, peluang dan ancaman.
d. Evaluasi Risiko
1} Tujuan
Untuk menetapkan prioritas Risiko dan menetapkan perly
tidaknya penanganan terhadap suatu Risiko.
2) Penanggung Jawab Pelaksanaan
a] Ketua Batgas SPIP; dan
b} Pemilik Risiko masing-masing UPR.
3] Tahap-tahap Pelaksanaan

a) menetapkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam

melakukan evaluasi Risiko, yaitu:

(1} Risiko yang perlu mendapatkan penanganan;

(2} prioritas penanganar; .

(3) besarnya dampak penanganan tersebut terhadap konteks
yvang lebih luas; dan

{#) perlu-tidaknya dilakukan analisis Risiko lanjutan,

b} secara berkala Ketua Satgas SPIP dan Pemilik Risiko harus
mengevaluasi Risiko.

4) Keluaran [Cutput)
5] Laporan hasil evaluasi Risike yang berisikan urutan prioritas

Risiko dan daftar Risiko yang akan ditangani.

C. Unsur Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan Pasal 18 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib menyelengpgarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan
ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-
kurangnyva memiliki karakteristik, yaitu a) kegiatan pengendalian
diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemernintah; b) kegatan
pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko; c] kegiatan
pengendalian yang dipilih disesuaikon dengan sifat khusus Instansi
Femerintah; d} kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; g)
prosedur vang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai vang ditetapkan
secara tertulis; dan f) kegiatan penpgendalian dievaluasi secara teratur untuk

memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti
vang diharapkan.
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1. Pengendalian atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian

L.

kegiatan pengendalian dalam rangka melakukan penguatan

lingkungan pengendalian didasarkan pada hasil evaluasi lingkungan
pegendalian;

- kegiatan penguatan lingkungan pengendalian dilfokuskan pada sub

unsur lingkunpgan pengendalian vang berdasarkan hasil evaluasi
masih memperoleh nilai tidak | kurang memadai;

kegiatan penguatan lingkungan pengendalian  dilakukan melalui
penyusunan rencana tindak penguatan lingkungan pengendalian;

. rencana tindak yang dilakukan harus mencakup rencana aksi

penguatan masing-masing sub  unsur, waktu pelaksanaan dan
penanggug jawab pelaksanaannya;

. rencana tindak haris dikomunikasikan kepada seluruh  jajaran

pimpinan Satker/UPT;

rencana tindak harus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara
berkala untuk mengukur tingkat realisasi pelaksanaannys;

kegiatan penguatan lingkungan pengendalian dilaksanakan oleh
Satuan Tugas SPIP Satker /UPT:

setelah seluruh rencana tindak dilakukan sesuai rencana aksi vang
telah ditetapkan, maka dilakukan evaluasi lingkungan pengendalian
kembali untuk mengukur tingkat efektifitas rencana tindak
penguatan lingkungan pengendalian yang telah dilaksanakan; dan
apabila hasil evaluasi masih terdapat sub unsur yang masih lemah,

maka disusun kembali rencana tindak dengan mekanisme
sebagaimana divuraikan di atas.

Pengendalian atas Risiko

a. Tujuan

Menentukan jenis penanganan yang efektf dan efisien untuk suatu
Risikao,

. Penanpggung Jawab Pelaksanaan

Pelaksana penanganan Risike pada masing-masing level Risiko

berikut in1 adalah;

1) Pelaksana Risiko dengan potensi level "Risiko sangat tingel dan
Risiko tingpi * adalah Ketua Satgas SPIP dan Pemilik Risiko;

2) Pelaksana Risiko dengan potensi level "Risiko rendah " adalah
Pemilik Risiko; dan

3) Pelaksana Risiko denpan potensi level "Risiko sangat rendah’
adalah Koordinator pada masing-masing UPR di bawah
pemantauan Pemilik Risiko,

. Tahap-tahap Pelaksanaan:

1} menentukan jenis pilihan penanganan Risiko berdasarkan pada
pedoman atau prosedur yang berlaku dengan mengkaji terlebih
dulu kelengkapan dan kesesuaian penerapannya;
2] penanganan Risiko, dapat dilakukan dengan berdasarkan uritan
tingkat Risiko, pilihan penanganan Risiko yang hars diambil a.rla.iah:l
a) menghindari Risiko yang ada secara sepenuhnya: menghindan
atan menghilangkan ancaman sepenuhnya memiliki konsekuensi
hilangn luang vang ada;

bj menur&nﬂkﬁ l'r%lh_ler%si terjadinya  Risiko  (langkah-langkah
preventif); dan

¢) menurunkan tingkat konsekuensi Risiko yang terjadi (langkah-
langkah peculsi).
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3] penanganan Risiko diarahkan pada penanganan akar permasalah-
an (roof cause) dan bukan hanva gejala permasalahan; dan

UPR perlu mengembangkan rencana kontingensi bila Risiko yvang

telah dianalisis bersama Ketua Satgas SPIP adalah Risiko level

tngm yang melampaui kemampuan Satker/UPT untuk menyerap
konsekuensinya, misalnya adanya force majeure, dan sejenisnya.

Apabila kondisi tersebut terjadi, maka rencana kontingensi

mencakup:

a) langkah-langkah dararat, termasuk langkah-langlkah
pendeteksian dan pembatasan dampak, Langkah-lanpgkah darurat
harus dilakukan dalam hitungan jam hingga beberapa hari.

b) rencana penanganan kondisi darurat/kritis mencakup:

(1} rencana terperinei strateg: dan manajemen krisis;

(2] tim penanganan krisis langsung di bawah koordinasi Ketua
Satgas SPIP;

(3) rencana media dan saluran komunikasi; dan

(4] Dana penanganan krisis.

¢} langkah-langkah pemulihan, termasuk di dalamnya tahap-
tahap pemulihan yalmi:

{1} renicana pemulihan tahap pertama (continuity response)
mencakup:
- rencana dan strategl pemulihan;
- infrastruktur pemulihan;
- rencana media dan saluran komunikasi; dan
- dana pemulihan tahap pertama.
{2) rencana pemulihan tahap kedua (recovery resporse)
mencakup:
-  lkegiatan pemulihan;
- penpembangan proses bamu/ peningkatan proses yang
ada;
- kajian pasca insiden;
dana pemulihan; dan
- pengaktivan kembali.

d} rencana kontingensi ini menghariskan para Pemilik Risiko dan
Ketua Satgas SPIP merujuk pada prakitik terbaik (best practice)
vang bersifat praktis dan tepat untuk kondisi Satker/UPT.

d. Keluaran {Output)

Laporan Penanganan Risiko vang mencakup:

1) hasil identifikasi berbagai epsi penanganan Risiko;

2) penilaian atas opsi-opsi tersebut; dan

3) rencana penanganan, persigpan serta implementasinya.

4

3. Komponen Kegiatan Pengendalian

Penetapan kegiatan pengendalian dilakukan dengan melakukan

pemetaan atas kondisi, schagai berkut:

a. Pengendalian yang Seharusnya
Pengendalian vang seharusnya merupakan pengendalian  yang
semestinya ada atas Risiko yang telah teridentifikasi. Pengendalian im
biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan
internal/pimpinan terkait pelaksanaan program/kegiatan pada
masing-masing Satker,UPT.
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Efeltivitas Pengendalian

Elektivitas pengendalian merupakan analisis atas  kecukupan
peraturan perundang-undanpgan dan kebijakan internal/pimpinan
vang telah ada yvang dikaitkan dengan Risiko yang teridentifikasi.
Selain tingkat kecukupan perataran perundang-undangan, efektivitas
pengendalian ini juga dapat dianalisis dar sisi tingkat ketaatan
pelaksanaannya.

Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Pengendalian vang masih dibutuhkan merupakan hasil analisis/peme-
taan antara Risiko teridentifikasi, pengendalian yvang sudah ada dan
efektivitas pengendalian baik dar sisi kecukupan peraturan perundang-
undangan maupun  tingkat ketaatan pelaksanaannya. Sehingga
pengendalian yang masih dibutuhkan merupakan kondisi yang harus
diciptakan (diagendakan untuk meminimalisi/menghilangkan Risiko
teridentifikasi dapat terjadi dalam pelaksanaan program/kegiatan
tertentu,

[, Unsur Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan Pasal 41 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan
informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat yang diselenggarakan secara
efektif. Penyelenggaraan komunikasi vang efektil sekurang-kurangnya: a.
menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
dan b, mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi
secara terus menerus,

L. Tujuan
Tujuan penyelenggaraan informasi dan komunikasi adalah:

.

b.

c.

untuk mengkomunikasikan seluruh kegiatan pengendalian yang
telah ditetapkan pada proses kegiatan pengendalian kepada
pimpinan Satker/UPT dan penanggung jawab kegiatan serta
penanggung jawab rencansa aksi pada masing-masing Satker /[UPT,
agar pihak-pihak yang terkait dapat menjalankan tanggungjawabnya
dengan baik, ; .

Untuk memperoleh informasi yang relevan dari pimpinan dan
penanggung jawab kegiatan/rencana aksi,

2, Penangpung Jawab Pelaksanaan

i,

Pemilik Risiko; dan

b, Koordinator Risiko.
3. Tahap-tahap Pelaksanaan .
a. melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para pemangku

kepentingan baik internal maupun eksternal pada setiap tahapan
proses SPIP, baik dengan saluran resmi maupun saluran tidak resmi.
saluran komunikasi meliputi:

1) Website;

2} Surat edaran;

3) Rapat berkala;

4] dan lain-lain,

. melakukan kajian atas efektifitas komunikasi serta menyampaikan

analisis dan rekomendasi kepada Pemilik Risiko dan Pejabat pada
Satker/UPT yang dilakukan dalam kurun waktu minimal & [enam)
bulan sekali.
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E. Unsur Pemantauan dan Evaluast

Br:rcla_sa:kan Pasal 43 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern baik

pemantauan  berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pemnantavan penyelenggaraan SPIP dapat dilakukan dengan pemantauan
berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan diselenggaralkan melalni kegiatan pengelolaan
rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait
dalam pelaksanaan tugas. Pemantauan berkelanjutan oleh atasan langsung,
pimpinan Satker/UPT atau oleh Samuan Tugas SPIP secara berkala.

Pemantauan yang dilakukan oleh Satuan Tugas SPIP difokuskan pada
rencana aksi penguatan lingkungan pengendalian dan pelaksanaan
kegiatan pengendalian atas Risiko tendentifikasi baik pada tingkat

program = maupun kegiatan. Proses pelaksanaan pemantauan
berkelanjutan, sebagai berikut;
a. Tujuan
Mengantisipasi perubahan Risiko vang bersifat mendadak dan persistent
baik pada tingkat Risiko maupun arah Risike vang berdampak negatif
pada profil Risiko.
b. Penanggung Jawab Pelaksansan
1) Ketua Satgas SPIP; dan
2) Pemilik Risiko.
c. Tahap-tahap pelaksanaan

1} melakukan pengawasan dan pengendalian rutin atas kinerja
aktual Satker/UPT yang diharapkan atau dipersyaratkan, serta
realisasi atas rencana kegiatan pengendalian  atas Risiko
teridentifilasi;

2] memantau penanganan Risiko pada khususnya dengan cara
menilai efeltivitas semua langkah dalam proses SPIP berdasarkan
laporan pelaksanaan tahap-tahap sebelumnya serta
mengpunakan sistem dan tekneologi informasi Satker/UPT guna
memastikan bahwa prioritas penanganan masih selaras dengan
perubahan di dalam lingkungan operasional; dan

3] menentukan prioritas monitoring risiko
Prioritas monitoring dapat diberikan pada:

a) Risiko tinggi dan sangat tinggi;
b) konsentrasi Risiko:
¢) kriteria toleransi Risiko dengan Risiko residual yang tinggi; dan
d] perkembangan teknologt dan alat transfer Risiko vang dapat
mempengaruhi efektivitas penanganan Risiko yang sedang
berjalan.
d. Keluaran [Output)

Laporan hasil monitoring rencana aksi penguatan Hngkungan

pengendalian dan Risiko.

Jenis-jenis pemantauan berkelanjutan:
a. Pemantauan Berkala;
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Pemantauan dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan
sekali dengan memeriksa ukuran-ukuran dan parameter yvang ada;
b. Reviu Unit Pemilik Risike (UPR)
Pemantauan yvang bersilat selektif oleh Pemilik Risiko terutama
diarahkan pada Risiko vang berdasarkan tingkat Risiko
membutubkan perhatian khusus dalam penanganannya; dan
¢. Audit
Pemantauan yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal
dengan ruang lingkup dan frekuensi yang lebih terbatas, terutama
pada Risiko-Risiko utama dengan reviu lebih pada keandalan sistem
dan bukan kondisi yvang ada.

. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah diselenpggarakan melalul penilaian sendiri, reviu, dan
pengujian efektivitas Sistern Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah oleh
Inspelktorat Jenderal, BPKP atau BPEK-RI, Ewvaluasi terpisah dapat
dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagai-

mana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemernntah Nemor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian [ntern Pemernntah. Evaluasi

terpisah oleh Inspektorat Jenderal, sebagai berikut:

a. Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi penvelenggaraan SPIP pada
Satker/UPT Kementerian Agama setiap bulan Juli s.d September
bulan berjalan atas penyelengparaan SPIP Satker/UPT tahun
sebelumnya; _

b. program evaluasi penyelenggaraan SPIP menjadi bagian dari Program
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal, yang
dikeordinasikan salah satu oleh Inspektorat Wilayah pada Inspektorat
Jenderal Kementerian Agama;

c. teknik dan tata cara evaluasi penyelenggaraan SPIP akan diatur
tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlakou;

d. laporan hasil evaluasi penvelenggaraan SPIP disampaikan kepada
pimpinan Satker/UPT dan Menteri Agama melalui Sekretaris
Jenderal;

e. sctiap pimpinan  Satker/UPT melalui Satuan Tugas wajib
menindaklanjuti saran hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inpektorat
Jenderal; dan

f. Satuan Tugas SPIP Kementerian Agama Pusat melakukan

pemantauan secara intensil terhadap tindak lanjut yang dilakukan
oleh Satker/UPT.

3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu Lainnya

Pimpinan Satker/UPT wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil
audit dan reviu lainnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

. Penpuatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP

Dalam rangka memperkuat dan menumjang efektivitas SFIP  pada

Kementerian Agama, dilakukan: _

a. Pengawasan intern atas penyclenggarsan tugas dan fungsi masing-
masing Satker/UPT termasuk akuntabilitas keuangan negara. Dalam
rangka pelaksanaan pengawasan intern Inspektorat Jenderal
melaksanakan penpawasan intern terhadap seluruh kegiatan dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Agama yang
didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN).
Pengawasan intern yvang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal,



melalui:

1) audit;

2) reviua;

3) evaluasi;

4) pemantauan; dan

o] kegiatan pengawnsan lainnya.

. Pembinaan penyelenggaraan SPIP yvang meliputi:

I) sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang SPIP;

2) pendidikan dan pelatihan SPIP:

3] pembimbingan dan konsultansi SPIP: dan

4} peningkatan kompetensi auditor aparat  pengawasan
pemerintah terkait SPIP.

intern
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BAB IV
PELAPORAN

Pimpinan Satker/UPT Kementerian Apama wajib melaporkan hasil
penyelenggaraan SPIF kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal pada setiap awal
bulan Desember. Laporan penyelenggaraan SPIP dapat diuraian sebagai berilout:

A. Laporan penyelenggaraan SPIP minimal berisi:
1. Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan
D. S8asaran
E. Sistematika Laporan
2. Bab [IGambaran Umum SPIP
3. Bab Il Profil SPIP

Profil Linglkungan Pengendalian

. Profil dan Peta Risiko

- Rencana Aksi Penguatan Lingkungan Pengendalian
. Rencana Penanganan Risiko

. Informasi dan Komunikasi

. Pemantauan SPIP

4. Bab IV Penutup

nm>
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E. Penanggung Jawab Pelaporan
Penanggung jawab pelaporan adalah Ketua Satgas SPIP Satker, UPT.
C. Mekanisme Pelaporan
Pelaporan dapat dilakukan baik secara manual fhard copy) maupun secara
enline (soft copy) melalui aplikasi SPIP Kementerian Agama.
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BAB YV
PENUTUP

Pembangunan lingkungan pengendalian dan penilaian Risiko pada
Kementerian Agama merupakan inti dari pelaksanaan 3PIP sebagaimana
dimanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemernintah dan Peraturan Menteri Agama Nomor
24 Tahun 2011 tentang Penyvelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di lingkungan Kementerian Agama. Dengan diterapkannya SPIP i
diharapkan pimpinan di semua tingkatan dapat mendeteksi secara dini
kemungkinan kejadian yang dapat menghambat pencapaian sasaran;tujuan
baik di tingkat orgamsasi maupun pada tingkat kegiatan di lingkungan
kerjanya masing-masing.

Keberhasilan penerapan SPIP ini terletak pada komitmen pimpinan pada
gemua tingkatan dalam mengawal dan memantau secara berkala melalui peran
Satuan Tugas untuk setiap bentuk kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan,
Keberhasilan penerapan SPIP dapat memberikan keyakinan yang memadai
baik bagi pimpinan di scmua tingkatan, maupun bagi lembaga pengawasan
baik internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan kegiatan vang efektif
dan efisien, keandalan laporan keuangan, kemananan aset dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan diterapkannys SPIP ini juga diharapkan mampu memberikan
kesadaran bagi seluruh jajaran pimpinan, bahwa setiap tanggung jawab yang
dicmbannva selalu sarat akan risiko.

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

'

-

‘f LUKMAN'HAKIM SAIFUDDIN
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLLIK INDONESIA
NOMOR 580 TAHUN 2019

TENTANG

FEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA

KUESIONER EVALUASI LINGKUNGAN PENGENDALIAN
SPIP PADA SATEER /UPT PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. IDENTITAS RESPONDEN

Berilah tickmark untuk pilihan yang paling tepat. Apa posisi anda saat ini?

O Pejabat Struktural
[0 Pejabat Fungsional Tertentu
0 Pelaksana

B. PETUNJUK PENGISIAN
1. Isilah dengan memberikan tickmark (V) pada salah satu ketak pilihan

jawaban.
2. Responden dapat menambahkan narasi lain terkait kondisi lingkungan

pengendalian pada bagian akhir kuesioner ini.
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SUB UNSUR
e FER‘TAH‘:'AEJ JAWABAN (1)
A. | Penegakan Integritas Dan Nilai Etika
1. Pimpinan Satuan Kera/UPT telah Ti
memberikan  keteladanan dalam  hal E Sﬁ: am
integritas dan etika pada tingkah laku [ Sering
sehari-hari 0 Selalu
2 Telah ada aturan perilaku (misalnya kode | 0 Belum Ada
etik, pakta integritas, dan aturan | Sedang Disusun
perilaku pegawai) 0 Sudah Ada
1 Sudah Ada &
. dimutalkhirkan
3 Rekan-rekan kerja telah berperilaku | 0 Tidak ada
sesuai dengan nilai-nilai integritas dan | 0 Sebagian kecil pegawai
etika 0 Sebagian besar pegawai
[ Seluruh Pegawai
4 Pegawai tclah memperoleh penghargaan | O Tidak Pernah
vang scpadan dengan prestasi kerjanya O Jarang
0 Sering
—— 0 Selalu
nghargaan yang diberikan kepada para : :
pegawai telah cukup memadai untuk |0 Sangat Tidak Memadai
menghindari godaan untuk melanggar |0 Tidak Memadas
hukum, aturan organisasi dan nilai-nilai | U Memadai
stika L Sangat Memadai
& Dokumen pernyataan aturan perilaku | O Tidak
telah  disampaikan kepada seluruh | 0 Disampaikan tanpa
pegawai penjelasan
0 Disampaikan dengan
penyelasan
O Disampaikan dengan
penjelasan dan pelatihan
: Jjika diperlukan
7 Dalam sosialisasi aturan perilaku telah |0 Tidak Pernah
dijelaskan tentang bagaimana | disosialisasikan
prakteknya dalam situasi sehari-hari O Jarang
O Sering
{0 Rutin
8 Kebijjakan organisasi dan aturan perilaku | 0 Tidak Pernah
sctiap tahun telah diinformasikan kepada | 0 Jarang
pihak hketiga ([masyarakat, rekanan, | Sering
Satuan Kerja/UPT lainnya) 0 Rutin
9 Media orgarisasi [majalah /buletin _ _
internal, papan pengumuman, situs| - Tidak Pernah
resmi, dan lain-lain) telah | J Jarang
menginformasikan pelaksanaan aturan |0 Sering
perilaku oleh para pegawai O Rutin
10 Seluruh pegawal secara rutin telah | O Tidak Pernah
menandatangani  pernyataan  aturan | O Jarang, Sebagian Pegawai
perilaku Ol Rutin, Sebagian Pegawal

|

Rutin, Seluruh Pegawai
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SUB UNSUR [/
HO PERTANYAAN ﬂ JAWABAN (¥)
11 Pernyataan aturan perilaku telah dibaca | O Tidak
oleh semua pegawai [0 Sebagian Kecil
[l Sebagian Besar
0 Scmua
12 Pernyataan aturan  perilaku  telah | O Tidak pernah
dipahami oleh semua pegawai O Sebagian Kecil
O Sebagian Besar
| O Semua
12 Pimpinan Satuan Kera/UPT telah | 0 Tidak Pernah Dipantau
memantau apakah seluruh pegawai telah | 0 Jarang
mengikuti sosialisasi aturan perilaku O Sering
............ D Selalu
14 Telah terdapat fungsi khusus di dalam | o Tidak Ada
Satuan  Rerja/UPT  yang melayani| 0 Ada, tapi belum berfungsi
pengaduan masyarakat atas pelanggaran | 0 aAda, tapi belum optimal
aturan perilaku 0 Ada dan sudah optimal
i5 Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah | 0 Tidak Pernah
mendapat  informasi  atas  kepatuhan | 0 Jarang
pelaksanaan aturan perilaku di Satuan | 0 Sering
kena/UPT 7 Selalu
16 Pelanggaran atursn  perilaka telah | O Tidak Pernah
ditindaklanjuti sesual ketentusn vang | 0 Jarang
berlaku [0 Serng
0 Selalu
17 Investigasi atas pelanggaran aturan | 0 Tidak pernah dilakukan
perilaku telah dilakukan oleh petugas investigasi
vang kompeten dan independen 0 Dilakukan oleh petugas
vang tdak kompeten dan
tidak independen
O Dilakukan oleh petugas
yvang tidak kompeten atan
tidak independen
0l Dilakukan oleh petugas
yvang kompeten dan
independen
B | Komitmen terhadap kompetensi

I

Satuan Kerja/UPT
strategi/ rencana kompetensi  yang

telah memililc

berisikan standar kompetensi vang
dibutuhkan untuk melaksanakan tugas
dan fungsinya

0 Tidak Memiliki

0 Sedang disusun

O Ya, telah disusun

0 Ya, disusun sesuai
kebutuhan strategi B
tujuan Satuan Kerja/UPT

SDM yvang memadai telah tersedia untuk
melaksanakan stratepi dan pérencanaaan
organisasi

0 Bangat Kurang

0 Kurang Memadai
O Cukup Memadai
[ Memadai

Kompetensi yvang  dibutuhkan dalam
schiap posisi di Satuan Kerja/UPT  telah
didefinisikan secara tepat.

0 Tidak ada uraian
kompetensi

0 Sebagian kecil posisi
sudah dibuat uraian
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NO

SUB UNSUR |
PERTANYAAN

JAWABAN (V)

kompetensinya

[ Sebagian besar posisi
sudah dibuat uraian
kompetensinya

0 Sudah dibuat uraian
kkompetensi setiap posisi
dengan tepat

4 Para pegawai telah ditempatkan sesuai
dengan kompetensi dan  pengalaman
mereka berdasarkan syarat dan
kebutuhan dari posisi tersebut

O Sangat Tidak Setuju
0 Tidak Setuju

0 Setuu

1 BSangat Setuju

3 Pimpinan Satuan Kera/UPT telah
memiliki pengalaman kerja vang luas

0 Sangat Tidak Setuju
0 Tidak Setuju

tidak hanya terbatas pada hal-hal teknis | O Setuju
tertentu saja 0 Sangat Setuju
6 Kompetensi SDM telah dipantau secara |0 Tidak Pernah
efeltif O Jarang
O Sering
|0 Selalu dan terjadwal
7 Telah terdapat perencanaan pelatihan |0 Belum Ada

yang memberikan pemahaman kepada
pegawai atas kKegiatan dan fungsi bagian
lainnya

0 Dalam proses penyusunan

0 Budah ada tap belum
diformalkan

O Sudah ada dan
diformalkan

£  Pelatihan yang memadai telah  selaly
dilakukan sebelum pegawsi menduduki
posisl penting

e

OTidak Pernah
O Jarang
O Serng
1 Selalu

9 Satuan Kenga/UPT telah memiliki
rencana kaderisasi stal yang kompeten
untuk menduduki posisi-posisi penting

C Belum Ada

0 Dalam proses penyvusunan

O Sudah ada tapi belum
diformalkan

0 .Sudah ada dan
diformalkan

| 10 Dokumentasi tentang prosedur penilaian

kompetensi pegawai telah memadai dan
dimutakhirkan secara periodik

OSangat Tidak Setuju
O Tidak Setuju

O Setuju

U Sangat Setuju

11 Assessment/penilaian kompetensi dari
individu kuneci telah dilakukan secara
periodik dan didokumentasikan secara
lengkap

O Tidak Pernah
O Jarang
0 Sering
0 Sangat Sering

12 Evaluasi kompetensi dan E.nezja pegawai
telah dilakukan secara periodik

O Tidak Pernah

O Jarang
O Sering

O Sangat Sering

Kepemimmpinan Yang Kondusil

I. Pimpinan Satuan Kerja/UPT  melaln
perkataan dan perbuatan telah selalu
menckankan  pentingnya  pencapaian
tujuan pengendalian internal

OSangat Tidak Setuju
0 Tidak Setuju
[1 Setuju
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Sesual Dengan Kebutuhan

1.

SUB UNSUR |
- PERTANYAAN ! N
tujuan pengendalian internal 0 Sangat Setuju
2. Pimpinan Satuan HKerja/UPT telah | D8angat Tidak Setuju
mempertimbangkan risiko dalam [ Tidak Setuju
pengambilan keputusan dan sering |0 Setuju
mendiskusikannya di dalam rapat 0 Sangat Setuju
3 (Gaya dan "fone" kepemimpinan yang | O0Sangat Tidak Setuju
kondusif telah dirasakan baik di dalam | 0 Tidak Setuju
maupun di luar organisasi 0 Setuju
— 0 Sangat Setuju
4 Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah : :
m:rﬂhcntuk dan memfungsikan satgas CBangas TIdE?k BTN
. = | [ Tidak Setuju
SPIP, Inspektorat atau unil organisas) 0 Setuiu
é&;’{.;nm untuk mendorong penerapan O Sangat Setuju
2  Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah | OSangat Tidak Setuju
menekankan pentingnva pencrapan SPIP | 0 Tidak Setuju
dalam setiap kegiatan organisasi O S8etuju
M 0 Sangat Setuju
& Pimpinan Satuan Kera/UPT telah | 0 Sangat Tidak Setuju
mengkomunikasikan secara efektif | 0 Tidak Setuju
tujuan pengendalian intern kepada para | [0 Setuju
pegawal yang terkait . 0 Sangat Setuju
7 Pimpinan Satuan Kerja/UPT telah | O Sangat Tidak Setuju
mengikutsertakan pejabat dan pegawai | O Tidak Setuju
terkait dalam proses penctapan tujuan (O Setuju
pengendalian intern 0 Sangat Setuju
D | Pembentukan Struktur Orgamisasi  Yang

Strultur organisasi telah dirancang
sesuali denpan kompleksitas dan sifat
kepiatannya,

0 Bangat Tidak Setuju
O Tidak Setuju

O Setuju

O Sangat Setuju

2.  Seluruh unit organisasi telah mempunyai |0 Sangat Tidak Setuju
kewajiban untuk menyusun laporan | O Tidak Setuju
secara tepat waktu. 0 Setuju
0 Sangat Setuju
3  Risiko yang muncul dari keberadaan |0 Sangat Tidak Setuju
struktur organisasi telah diperhitungkan | O Tidak Setuju
Pimpinan Satuan Kerja/UPT 0 Setuju
| O Sangat Setuju
4 Struktur orgamsasi yang ada telah | 0 Sangat Tidak Setuju
mempermudah  penyampaian  informasi | O Tidak Setuju
risiko ke setiap bagian 0 Setuju
. O Sangat Setuju
5 Struktur organisasi telah dilengkapi |0 Sangat Tidak Setuju
dengan bagan OTEAn1sas vang | 0 Tidak Setuju
menjelaskan peran dan tanggung jawab | O Setuju
MAaSINE-Masing pegawai [ Sangat Setuju
(&)

Uraian tugas untuk masmg-masing
peiabat kunci telah ditetapkan dan

0 Sangat Tidak Setuju
O Tidak Setuju
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NO

SUB UNSUR /
PERTANYAAN

JAWABAN (V)

dimutakhirkan

1o Setuju
0 Sangat Setuju

7 Proses vahdas: atas tingkat kehandalan,
keakuratan, kelengkapan, ketepatan
waktu sistem informasi telah dilakulkan
secara berkala

O Tidak Pernah
O Jarang

0 Sering

0 Selalu

Pendelegasian  Wewenang Dan

Tanggung
Jawab Yang Tepat

—

1. Pimpinan Satuen Kerja/UPT telah
melakukan reviu dan evaluasi secara
berjenjang terhadap peran dan tanggung
jawab bawahannya terkait SPIP

0 Tidak Pernah
O Jarang
O Sering
0 Selain

2. Dalam setiap raker/rapim, Pimpinan
Satuan Kerja/UPT telah secara rutin

membahas efektivitas penyelenggaraan
=PIP

O Tidak Pernah
[ Jarang

0 Sering
O Rutin

J  Pendelegasian wewenang dan tanggung
jawab telah ditetapkan dan
didokumentasikan secara formal

0 Bangat Tidak Setuju
0 Tidak Setuju

C Setuju

00 Sangat Setuju

4  Kriteria peéndelegasian wewenang telah
tepat

[ Sangat Tidak Setuju
0 Tidak Setuju

[0 Setuju

[0 Sangat Setuju

a P'é:j'ahat kunci [key management) yang
diberi kewenangan telah memahami
tanggung jawab dan wewenangnya

0 Sangat Tidak Setuju
0 Tidak Setuju

0 Setuju

[ Sangat Setuju

6 Kewenangan telah direviu dan
dimutakhirkan secara periodik

s

O Tidak Pernah
O Jarang

O Sering

0 Selalu

7T  Wewenang dan tangpung jawab telah
dikemunikasikan dengan jelas dan

0 Sangat Tidak Setuju
D Tidak Setuju

dipahami oleh U Setuju
Pegawai [ Sangat Setuju
8 Batasan Kewenangan telah diverifikasi |0 Tidak Pernah
dan diuji 0 Jarang
0 Sering
10 Belalu
9 Proses dan tingkatan otorisasi telah | [0 Tidak Pernah
dilaksanakan sesuai ketentuan |0 Jarang
O Sering
0 Rutn
F | Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang
Sehat  Tentang  Pengelolaan/Pernbinaan
Sumber Daya Manusia _
1. Satuan Kerja/UPT  telah mempunyai :
kebijakan dan prosedur pengelolaan EE;EI{ Ei
SDM sz
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MO

SUE UNSUR /
PERTANYAAN

JAWABAN ()

Bila jawaban "tdak ada®, langsung ke
nomor 7

Kebijakan dan prosedur pengelolaan
SDOM  tersebut telah didokumentasikan
gecara formal

HCTJijﬂ]'EElI'J dan pmacdur' E'i-l':ﬁé,ﬁl_ﬂlaan
SDM  tersebut telah disosialisasikan
kepada seluruh pegawai

0 Belum
0 Sebagian kecil
[ Sebagian besar
0 Seluruhnya

0 Belum

1 Sebagian kecil
0 Schagian besar
0 Seluruhnya

Kebijakan dan  prosedur
SDM  tersebut
seluruh pegawai

pengelolaan
telahh  dipahami oleh

O Belum

0 Sebagian kecil
0 Sebagian besar
[ Seluruhnva

Kebjjakan dan  prosedur  pengelolaan
SDM  tersebut telah lengkap (sejak
relkrutmen SAmMpal dengan
pemberhentian pegawai)

0 Belum

[ Sebagian kecil
[ Sebagian besar
O Selurnuhnyva

Kebjjakan dan prosedur Pﬂ}lg;:-]:l.:l].ﬂ.ﬁﬂ
SDM  tersebut  telah dimutakhirkan
sesuai keburuhan

0 Belum

[0 Sebagian kecil
O Schagian besar
O Seluruhnva

Pimp:ll:lan Satuan Et:rja_,n" UPT telah
menetapkan standar rekrutmen pegawa
sesual dengan persyaratan jabatan

00 Belum

[ Sebagian kecil
0 Sebagian besar
O Seluruhnyva

Pimpinan Satuan Kena/UFT telah
menetapkan pola mutasi dan promosi
pegawal  sesual dengan  persyaratan
jabatan dan direviu secara periodik

0 Belum

[ Sebagian kecil
O Sebagian besar
0 Seluruhnya

10

Setiap SDM  yang akan ditempatkan
dalam posisi kunet telah
mempertimbanglkan  integritas  dan

s

0 Sangat Tidak Setuju
0 Tidak Setuju

0 Setuju

[ Sangat Setuju

Satuan Kerja/UPT telah menempatkan
SDM pada posisi kunci melalui fit and
proper test dan management assessment
center (MAC)

O Belum

O Sebagian kecil
[0 Sebagian besar
0 Seluruhnya

11

Program  pelatihan telah  disusun
berdasarkan analisis kebutuhan diklat
|traiming needs analysis)

12

O Sangat Tidak Setuju
O Tidak Setuju

0 Setuzju

0 Sangat Setuju

Setiap pegawai telah mendapatkan
kesempatan jgciat cukup untuk
mengikuti  program pendidikan dan
pelatihan

0 Belum

O Sebagian kecil
0 Sebagian besar
0 Seluruhnya

113

Program pelatithan vyang terselenggara

telah mendorong perilalu yang baik dan
kesadaran ber-SPIP

[l Sangat Tidak Setuju
1 Tidak Setuju
O Setujua

[ Sangat Setuju
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NO

SUB UNSUR /
PERTANYAAN

JAWABAN (v

14

Satuan Kerja/UPT telah mengalokasikan

angegaran yang memadal untuk pengem-
bangan SDM

O Sangat Tidak Setuju
O Tidak Setuju

O Setuju

1 sangat Setuju

15

Satuan Kerja/UPT telah mcng;irkutscr—
takan pegawai dalam diklat
kepemimpinan dan inter personal skill,

16

0 Belum
[ Sebagian kecil

O Sebagian besar
O Seluruhnya

Satuan Kega/UPT telah memiliki sistem
penilaian kinerja dan sistem
penghargaan freward) vang
didokumentasikan.

0 Tidak Ada
1 Ada

il

Sistemn  penilaian  kinerja  dan
penghargaan (reward] tersebut
diterapkan sesuai ketentuan,

sis5lem
telah

O Belum

00 Sebagian kecil
0 Sebagian besar
0 Seluruhnyva

18

Satuan Kerja/UPT telah memberikan
berbagai penghargaan atas kinerja dan
produktivitas pegawai /unit kerja.

O Belum

O Sebagian kecil
00 Sebagian besar
O Selurvuhnyva

Perwujudan peran aparat pengawasan intern
pemerintah [APIP] yang

Efektil
L. APIP telah melakukan revin atas |0 Tidak Pernah
efisiens felektivitas kegiatan secara | [ Jarang
periodik, O Sering
|0 Rutin
2 APIP telah memberikan peringatan dini (O Sangat Tidak Setuju
kepada Pimpinan BSaman Kerja/UPT |0 Tidak Setuju
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi | 0 Setuju
Satuan Kerja/UPT Pemerintah, | 0 Sangat Setuju
3  APIP telah berperan dalam fasilitasi [ Tidak Pernah
penyelenggaraan SPIP di Satuan |0 Jarang
Kerja /UPT . 0 Bering
0 Rutin
4 APIP telah melaksanakan pengawasan [0 Tidak Pernab
berbasis O Jarang
risiko. O -Sering
O Rutin
5 APIP telah melakukan evaluasi atas |0 Tidak Pernah
efektivitas SPIP secara perniodik. 0 Jarang
0 Sering
O Ruatin
6 APIP telah melakukan pengujian |0 Tidak Pernah
keuangan secara periodik 0 Jarang
0 Sering
O Rutin
T APIP telah melakulkan evaluasi |0 Tidak Pernah
pelaksanaan pengendalian internal (O Jarang
secara periodik 0 Sering

|0 Rutin
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SUB UNSUR /
2 PERTANYAAN JAWABAN (1]

14 Satuan Kerja/UPT telah mengalokasikan | O Sangat Tidak Setuju
anggaran yang memadeal untuk pengem- | O Tidak Setuju
bangan SDM 0 Setuju

— [ Sangat Setuju

15 Satuan Kerja/UPT telah mengikutser- | D Belum
takan pegawai dalam diklat | O Sebagian kecil
kepemimpinan dan inter personal skill. 0 Sebagian besar

0 Seluruhnya

16 SBatuan Kerja/UPT telah memiliki sistern
pentlaian kinerja dan sistern |0 Tidak Ada
penghargaan frewcard) yang | 0 Ada
didokumentasikan. )

17 Sistem penilaian kinerja dan  sistem |0 Belum
penghargaan  freward] terscbut telah | 0 Sebagian kecil
diterapkan sesual ketentuan. [0 Sebagian besar

O Seluruhnva

18 BSatuan Kerja/UPT telah memberikan |0 Belum
berbagai penghargaan atas kinerja dan |0 Sebaglan kecil
produktivitas pegawai,/unit kerja. O Sebagian besar

0 Selurvhnva
G | Perwujudan peran aparat penpawasan intern

pemerintah (APIP) yvang

Efektif

1. APIP telah melakukan reviu atas | O Tidak Pernah
cfisicnsi/efektivitas  kepiatan  secara |0 Jarang
periodik. 0 Sering

B O Rutin

2 APIP telah memberikan peringatan dini |0 Sangat Tidak Setuju
kepada Pimpinan Satuan Kerja/UPT |0 Tidak Setuju
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi | 0 Setuju
Satuan Kerja/UPT Pemerintah. O Sangat Setuju

3 APIP telah berperan dalam fasilitasi | O Tidak Pernah
penyelenggaraan SPIP di Satuan |0 Jarang
Kerja/UPT . [l Sering

0 Rutin

4 APIP telah melaksanakan penpawasan |0 Tidak Pernah
berbasis C Jarang
risiko, O Sering

o [ Rutin

2 APIP telah melakukan evaluasi atas |0 Tidak Pernah

cfcktivitas SPIP secara periodik. O Jarang
[0 Sering
0 Rutin

6  APIP  telah melakukan  pengujian |IF Tidak Pernah

keuangan secara periodik O Jarang
l [ Sering
| O Rutin

T APIP telah melakukan evaluasi | [ Tidak Pernah
pelaksanaan  pengendalian  internal |0 Jarang
secara periodik 0 Sering

0 Rutin
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SUB UNSUR /
ol PERTANYAAN JAWABAN ()
8  APIP telah melakukan reviu atas|O Tidak Pernah
kepatuhan hukum dan aturan lainnva 0 Jarang
O Sering
| | R'I.lti.'l'l
9  Temuan dan saran/ rekomendasi |0 Belum
pengawasan APIP telah ditindaklanjuti. 0 Sebagian kecil
0 Sebagian besar
U Seluruhnya
H

Hubungan Kerja Yang Baik Dengan [nstansi
Pemerintah Terkai_f:

1  Pimpinan Satuan Kerja/UPT  Satuan |_ ..
Kerja/UPT  telah membina hubungan EE”‘“‘ Hemah
kerja yang baik dengan O E’H.rt_a.ng
Instansilforganisasi lain yvang memilili EE:JHHT{E
keterkaitan operasional

2 Pimpinan Satuan Kerga/UPT  Satuan ;
Kerja/UPT telah membina hubungan E‘j'ldal-: Perngh
kerja yang baik dengan instansi/unit b E:r o
yvang terkait atas fungsi pengawasan 0 Rurt?;g

(inspelctorat, BPKP, BPK, dan KPK)

Hal-hal lain yang terkait kondisi lingkungan pengendalian vang belum
tercakup dalam pernyataan-pernyatan di atas

{tanda tangan tanps nams:)
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13,
14.

LAMPIRAN 111

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 520 TAHUN 2019

TENTANG

FEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
FEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA

Daftar lampiran Formulir Evaluasi Lingkungan Pengendalian

- Form SPIP-01 Analisis Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalian

Form SFIP-02 Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Lingkungan
Pengendalian

Form GSPIP.03 Laporan Hasil ldentifikasi dan Analisi Risike Tingkat
Kementerian

Form SPIP.04 Laporan Hasil Identifikasi dan Analisi Risike Tingkat Satuan
Kerja,/UPT

Form SPIP.05 Laporan Hasil Identifikasi dan Analisis Risiko Kegiatan

Form SFIP.06 Penanganan Risiko Tingkat Kementerian

Form SPIP.OT Penanganan Risiko Tingkat Satuan Organisasi/ Kerja/UPT
Form SPIP.08 Penanganan Risiko Tingkat Kegiatan

Form SPIP.09 Informasi dan Komunikasi Hasil Analisis dan Penanganan
Risiko Tingkat Kementerian

Form SPIP.10 Informasi dan Komunikasi Hasil Analisis dan Penanganan
11,

Risiko Tingkat Satuan Kerja/UPT

Form SPIP.11 Informasi dan Komunikasi Hasil Analisis dan Penanganan
Risiko Tingkat Kegiatan

Form SPIP.12 Pemantauan Risiko Tingkat Kementerian

Form SPIP. 13 Pemantauan Risiko Tingkat Satuan Organisasi/ Kerja/UPT
Form SPIP. 14 Pemantauan Risiko Tingkat Kegiatan
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